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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berjudul peran perempuan dalam 
pemerintahan desa khususnya di desa Langkap sendiri. Hal ini dikarenakan adanya 
peningkatan partisipasi perempuan diranah pemerintahan desa yang awalnya struktur desa 
hanya para lelaki saat ini perempuan juga terlibat dalam struktur pemerintahan desa ada 
sekitar 6 orang perempuan yang berpartisipasi. Dengan rumusan masalah a) bagaimana 
peran perempuan dalam pemerintahan desa di desa Langkap?. b) keterlibatan perempuan 
dalam mewarnai kebijakan pemerintah desa?.  Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa jauh peran perempuan yang terlibat dalam menyelenggarakan pemerintahan 
desa di desa Langkap. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk memahami keterlibatan 
perempuan dalam mewarnai  kebijakan pemerintahan desa yang didalamnya melibatkan 
perempuan.  
 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis pendekatan 
kualitatif studi-kasus dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, studi 
dokumentasi, dan dari beberapa buku, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian 
diatas. Informan yang diambil yakni dari internal pemerintahan dan eksternal 
pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori partisipasi politik, 
kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan. 
 
 Hasil dari penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa pertama, 
peran perempuan dalam pemerintahan desa yakni mereka ikut terlibat dan berpartisipasi 
dalam perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan suatu kebijakan dalam pemerintahan 
desa. Selain itu, perempuan juga berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, 
sebagai penegur dan pengkritik rekan kerja sesama perangkat desa. Kedua, keterlibatan 
perempuan di ranah pemerintahan mewarnai kebijakan pemerintah desa yang melibatkan 
perempuan didalamnya seperti kebijakan tentang kesejahteraan masyarakat, 
pemberdayaan perempuan, simpan pinjam, dan kesehatan. Adapun hambatan bagi 
perempuan dalam menjalankan perannya yakni izin dari pihak keluarga atau suami bagi 
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A. Latar Belakang 
 Peran seorang perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa yakni ditunjukkan dengan adanya keterlibatan perempuan secara 
langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan desa, Baperdes dan 
lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah desa. keterlibatan 
langsung yang dimaksudkan, seorang perempuan aktif  secara formal 
sebagai pengurus atau pejabat dalam pemerintahan desa, atau lembaga 
desa lainnya. Sedangkan yang secara tidak langsung yakni maksudnya ikut 
serta dalam  penyelenggaraan pemerintah desa akan tetapi tidak berada 
secara permanen dalam  struktur pemerintahan desa.  
 Adapun undang-undang yang menjelaskan tentang desa terdapat 
pada Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 58 ayat (1) 
yang berbunyi:  
(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan 
jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 
(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, 
penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.   
 Peran seorang perempuan dalam pemerintahan desa dapat 
dicermati seberapa banyak  mereka menduduki jabatan-jabatan dalam 
pemerintahan desa, adapun kebijakan pemerintah desa yang berdampak 
positif terhadap perempuan diantaranya dengan melibatakan perempuan 
 


































mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan untuk 
pembangunan desa, dengan begitu dampak bagi perempuan sendiri yakni 
mereka dapat ikut berpartisipasi menyumbangkan aspirasi untuk kemajuan 
desa, dapat mengetahui dan mempelajari cara kerja bagaimana untuk 
pembangunan desanya, dan mendorong perempuan untuk berpikir lebih 
luas demi kesejahteraan masyarakat serta membantu dalam pemberdayaan 
perempuan itu sendiri di desa Langkap. Saat ini ada  perempuan yang 
menjabat dalam pemerintahan desa Langkap. Namun tepatnya pada tahun 
sebelum 2018 desa Langkap ini dipimpin oleh seorang lelaki yang 
bernama H.Moh.Jupri. Selama kepemimpinannya desa Langkap ini 
berkembang secara baik, pembangunan fisik dan nonfisik sangat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat.  Adapun kebijakan pemerintah desa yang 
melibatkan perempuan dan memiliki dampak yang positif terhadap 
perempuan diantanya dengan melibatkan perempuan saat ada rapat dalam 
mengambil keputusan karena perempuan dianggap lebih memperhatikan 
kebutuhan masyarakat, melibatkan perempuan dalam kegiatan posyandu, 
KB, dan lansia karena perempuan lebih telaten dalam hal tersebut, dalam 
setiap kegiatan kepala desa selalu melibatkan perempuan di dalamnya 
untuk mengurus kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan, selain itu ada 
kebijakan kepala desa yakni pemberdayaan perempuan yang mengikutkan 
perempuan memproduksi sebuah karya dan dipasarkan. 
Menurut H.Moh Jupri selaku kepala desa Langkap menyatakan 
bahwa masyarakat di desa Langkap pada umumnya dikenal dengan 
 


































kebiasaan mereka yang merantau keluar pulau, namun masyarakat di desa 
Langkap bagi sebagian kaum lelaki kebanyakan mereka hanya merantau 
ke wilayah Surabaya dan sekitarnya mayoritas mereka bekerja sebagai 
pangkas rambut dan tidak menetap melainkan mereka bekerja pulang pergi 
Madura-Surabaya. Sebagian dari mereka bekerja sebagai petani juga ada 
yang bekerja sebagai pelayaran serta sebagai kuli bangunan. Bagi mereka 
yang bekerja di Surabaya tidak membawa serta istri dan anaknya 
melainkan hanya ditinggal dirumahnya, namun tidak menjadi masalah bagi 
mereka karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. 
Menurut Siti Sulihah selaku Operator desa Langkap menyatakan 
bahwa himbauan serta kebijakan pemerintah desa atau yang kita kenal 
dengan “pak kelebun” masyarakat Langkap sangat menghargai keputusan 
dan aturan yang diterapkan oleh kepala desa. Mengenai seorang 
perempuan, dimana budaya mereka sejak dulu tidak diperbolehkan untuk 
bekerja diluar rumah. Selaku kepala desa H. Moh Jupri tentunya 
mengharapkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, beliau tidak terlalu 
mempermasalahkan jika ada seorang perempuan bekerja diluar rumah 
akan tetapi jika dari pihak keluarga tidak setuju maka kepala desa akan 
melarangnya dengan cara tidak memberikan surat-surat yang dibutuhkan 
atas persetujuan dari pihak keluarga itu sendiri. Dengan seiring waktu, 
budaya tersebut terkikis secara perlahan karena banyaknya perempuan 
yang menginginkan bekerja diluar rumah. 
 


































Awal mula munculnya peran perempuan atau keterlibatan seorang 
perempuan dan ikut berpartisipasi di ranah pemerintahan ialah diawali 
oleh istri bapak kepala desa sendiri. Beliau mulai menyampaikan 
keinginannya kepada pak kelebun untuk melakukan perubahan kehidupan 
para kaum perempuan yang semula mereka hanya bekerja dirumah sebagai 
ibu rumah tangga, petani, memproduksi kripik melinjo, memproduksi 
kerupuk yang hanya dilakukan dirumah. Namun beliau berinisiatif untuk 
memulai hal baru dengan melibatkan kaum perempuan didalamnya. 
Keinginan ini disampaikan oleh pak kelebun dengan mengadakan rapat di 
Balai desa dengan para perangkat desa yang semula para lelaki yang 
mengisi jabatan pemerintahan. Di dalam rapat dijelaskan tentang 
bagaimana harapan kesejahteraan, kemajuan, perubahan kehidupan bagi 
kaum perempuan di desa tersebut dengan memperbolehkan perempuan 
bekerja diluar tidak memberatkan mereka dengan aturan, budaya yang ada 
sehingga merasa tertekan dengan adanya aturan yang tidak tertulis namun 
dipatuhi oleh masyarakat.  Selain keinginan dari istri pak kelebun ada juga 
penguat keinginan beliau dengan adanya peluang keterlibatan seorang  
perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang dijelaskan 
dalam peraturan perundang-undangan pasal 24 Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga mempermudah memaparkan dengan 
menyertakan bukti. Akan tetapi keinginan tersebut bertentangan dengan 
pendapat para tokoh ulama yang tidak mengindahkan jika seorang 
perempuan terlibat dalam ranah pemerintahan, sedikit ada perbedaan 
 


































pendapat diantara kedua pihak namun dengan kegigihan serta adanya bukti 
UU yang menjelaskan mengenai keterlibatan perempuan diranah 
pemerintahan, membuat tokoh ulama sedikit memberi kelonggaran dan 
peluang bagi perempuan yang ingin berkarir dengan syarat ada persetujuan 
dari pihak keluarga.  
Adapun keterlibatan seorang perempuan di dalam pemerintahan 
desa yakni mereka ikut terlibat dalam penyusunan peraturan desa yang 
berpihak pada perempuan dan anak yang dapat melindungi dan 
menjadikan seorang perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan 
kaum lelaki dalam berbagai bidang seperti :  kesehatan, pendidikan, 
simpan pinjam, air bersih, perempuan juga dapat menjadi penampung 
aspirasi yang baik, dan kebutuhan masyarakat kecil lainnya karena seorang 
perempuan dianggap mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang 
terkadang jarang terpikirkan oleh kaum lelaki.  
Peran perempuan dalam pemerintahan desa mereka ikut berperan 
dalam a) Perencanaan dan pengambilan keputusan, sebelum keputusan 
diambil maka diadakan rapat diBalai desa dengan semua perangkat serta 
BPD, mereka juga ikut menyampaikan argumen yang perlu disampaikan 
karena operator desa perempuan  maka mempermudah perempuan lain 
untuk ikut berpatisipasi. b) Perempuan juga memiliki peran dalam 
pembangunan seperti membantu mendorong proses pembangunan desa 
aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan berupa terjun langsung dalam 
kegiatan PKK, Pasyandu disetiap dusun, juga ikut aktif dalam 
 


































menggerakkan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang berperan sebagai 
penyalur aspirasi para perempuan tani. c) Perempaun juga aktif berperan 
dalam kemerataan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini seperti saat 
adanya bantuan melalui dana desa para perempuan memilih warga 
mendahulukan yang terbilang kurang mampu karena perempuan yang 
lebih mengerti kondisi mereka. d) Perempuan berperan dalam mengurangi 
ketertinggalan, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini 
perempuan lebih berperan mendorong masyarakat dalam meningkatkan 
perekonomian mereka dengan  membantu memasarkan hasil karya 
produksi mereka seperti saat PKK Kabupaten mengadakan lomba produksi 
desa terbaik, kripik melinjo produksi desa Langkap masuk 10 besar yang 
akan dipasarkan ditaman budaya IKM sentra Bangkalan secara tidak 
langsung membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, selain 
itu juga dalam hal pemberdayaan dan pengalokasian anggaran desa 
Langkap mengadakan sekolah pelatihan bagi perempuan seperti sulam 
kerudung, membuat hantaran nikahan, membuat tas rajut dan pelatihan 
lainnya yang akan mempermudah perempuan untuk berproduksi untuk 
meningkatkan perekonomian.  
 Disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) UU Desa bahwa keanggotaan 
BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan 
kemampuan keuangan Desa. Diatur juga dalam peraturan dalam negeri 
(permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 
Desa yaitu tentang keanggotaan perempuan dalam pasal 8 yaitu:  
 


































a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk 
memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD 
b. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD 
serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan 
memperjuangkan kepentingan perempuan. 
c. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak 
pilih. 
Untuk mengetahui peran seorang perempuan dalam 
penyelenggaraan  pemerintahan desa yang dilakukan tidak lepas dari peran 
dan posisi seorang perempuan dalam badan atau suatu organisasi yang 
melakukan aktivitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan institusi atau 
lembaga begitu erat kaitannya dengan pranata. Pranata ini ialah suatu 
sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan masyarakat termasuk 
para perempuan untuk berinteraksi menurut beberapa pola resmi atau 
sistem norma serta beberapa aturan kegiatan masyarakat.1  
 Desa Langkap merupakan desa yang akan diteliti nantinya. Desa 
Langkap bertempat ditengah-tengah antara desa Burneh dan desa Jambu, 
peneliti memilih desa Langkap untuk diteliti karena adanya perubahan 
budaya dimana melibatkan seorang perempuan didalam pemerintahan. 
                                                                 
1
 Muhammad Hanif, 2013, Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Peemrintahan Desa 
Banjarsari Kec/Kab Madiun, JURNAL AGASTYA, vol.3, no.1, Januari,hml.35-50. 
 


































Dengan adanya keterlibatan seorang perempuan di pemerintahan desa ini 
membawa dampak baik terhadap perkembangan kehidupan perempuan 
lainnya, semenjak perempuan berpartisipasi dibalai desa banyak 
perubahan yang terjadi seperti aktifnya kegiatan posyandu, KB, pos lansia, 
aktif dalam kegiatan antar desa yang diadakan oleh kabupaten, mereka 
juga mengupayakan agar perempuan yang hanya berdiam dirumah selain 
menjadi ibu rumah tangga mereka juga memiliki kegiatan lain seperti 
karya dan memproduksi untuk dipasarkan demi membantu perekonomian 
mereka, selain itu, dampak bagi perempuan lain juga mereka dapat 
melakukan apa yang mereka inginkan seperti bisa melanjutkan pendidikan 
yang sebelumnya perempuan banyak yang putus sekolah dan mengalami 
buta huruf. Di balai desa yang sebelumnya didominasi lelaki namun saat 
ini sudah ada sekitar 6 (enam) orang perempuan yang terlibat didalamnya 
oleh sebab itu cukup menarik perhatian peneliti untuk meneliti di desa 
Langkap tersebut. 
 Berikut akan dicantumkan pemilihan kepala desa, struktur 
perangkat desa serta struktur badan permusyawaratan desa (BPD) di desa 
Langkap: 
Tabel 1.1 
Daftar Nama Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 
2018-2023 
Di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan 
 
 


































No  Nama  Alamat  Tempat 
tanggal lahir 
Pendidikan  Identitas 
calon  




SLTP  Buah 
Pisang 







 Pada pemilihan kepala desa di desa Langkap pada tahun 2018-2023 
dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober tahun 2017 bertempat di Balai Desa. 
Pada pemilihan kali ini hanya ada dua calon laki-laki dan perempuan yang 
akan dipilih. Kedua calon akan dikenal dengan identitas buah yakni Pisang 
dan Kelapa karena itu mempermudah masyarakat untuk mengenalinya. 
Masyarakat sangat antusias memilih karena ada calon perempuan yang 
terlibat dalam pemilihan. Ketika pemilihan berlangsung warga bergantian 
menggunakan hak pilihnya, dan yang terpilih mendapat kepercayaan 
memimpin sebagai kepala desa saat ini H.Moh Jupri. Masyarakat kembali 
mempercayakan beliau untuk memimpin desa Langkap 6 (enam) tahun 
kedepan dengan harapan desa Langkap akan semakin maju dan 
berkembang.   
  Pada saat tahun 2018 periode 2018-2023 pada saat kepemimpinan 
H. Moh. Jupri setelah pemilihan dan mulai masa kerja setelah adanya 
perubahan susunan perangkat desa dengan keterlibatan para perempuan 
juga menjadi suatu fenomena baru serta salah satu alasan meningkatnya 
 


































desa Langkap dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang 
terlibat pada masa saat ini. Setelah keterlibatan perempuan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di desa Langkap pada masa tahun 2019-
2020 ada peningkatan kemajuan dan menariknya lagi dibidang 
pemberdayaan perempuan seperti dengan mengikuti lomba PKK  desa 
Langkap masuk nominasi 10 terbaik. mengenai anggaran yang 
dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan sudah terealisasikan dengan 
baik dengan adanya Pelatihan kerja seperti sulam kerudung, sablon baju, 
membuat hantaran nikah, belajar menjahit, membuat kue, membuat tas 
rajut yang dialokasikan untuk perempuan melatih kaum perempuan untuk 
berkarya dirumah dengan mengikuti pelatihan kerja di Balai desa dengan 
anggaran yang sudah dianggarkan demi kesejahteraan dan kemandirian 
perempuan, bukan hanya melibatkan BPD serta Perangkat desa yang 
perempuan melainkan juga sebagian warga desa Langkap. 
 Adapun keterlibatan seorang perempuan dalam pemerintahan desa 
dimulai pada periode 2018-2023 dalam menjalankan tugasnya. 
Tabel 1.2 
Susunan Keanggotaan Perangkat Desa Langkap Periode 1997-2015 
No  Nama  Jabatan Tempat/tgl lahir 
1 H. Moh .Jupri Kepala Desa Langkap Bkl, 01-07-1967 
2 H. Gaffar Sekretaris Desa Bkl, 15-05-1961 
3 M. Ramli Kadus Du‟ur Bkl, 13-10-1952 
4 M. Rasidi Kadus Tebbenah Bkl, 23-06-1956 
 


































5 M.Jasuli Kadus Kangenan Timur Bkl, 20-07-1962 
6 Moh. Hamed Kadus Langkap Timur Bkl, 03-05-1976 
7 Mat Mottar Kadus Kangenan Barat Bkl, 03-02-1958 
8 Tungsing Kadus Langkap Barat Bkl, 30-03-1950 
9 Moh. kholik Kadus Grunggungan  Bkl, 22-11-1960 
10 Moh. Jasuli Kaur Keuangan Bkl, 05-05-1980 
 
Pada periode ini kepala desa dibawah pimpinan H.Moh. Jupri 
beliau menjabat sebagai kepala desa dari tahun 1997-2015 karena pada 
masa itu belum masuk aplikasi karena tidak ada dana desa sehingga beliau 
menjabat beberapa tahun sebagai kepala desa. Selain itu, masyarakat juga 
percaya akan kepeminpinan beliau sehingga mereka tidak keberatan 
dengan beliau menjabat selama bertahun-tahun dan pada pertengahan 
masa kerja kepala desa mengalami sakit yang mengakibatkan tidak bisa 
bekerja dengan maksimal, sehingga dipertengahan diganti oleh PJ atas 
nama Rusdiyanto yang melanjutkan masa kerja kepala desa untuk 
sementara hingga masa jabatan selesai. 
Tabel 1.3 
Susunan Keanggotaan Perangkat Desa Langkap Periode 2015-2017 
No Nama Jabatan Tempat/tgl lahir 
1 Rusdiyanto PJ desa Langkap Bkl, 29-06-1975 
2 H. Gaffar Sekretaris Desa Bkl, 15-05-1961 
3 M. Ramli Kadus Du‟ur Bkl, 13-10-1952 
 


































4 M. Rasidi Kadus Tebbenah Bkl, 23-06-1956 
5 M. Jasuli  Kadus Kangenan Timur Bkl, 20-07-1962 
6 Moh. Hamed Kadus Langkap Timur Bkl, 03-05-1976 
7 Mat Mottar Kadus Kangenan Barat Bkl, 03-02-1958 
8 Tungsing Kadus Langkap Barat Bkl, 30-03-1950 
9 Moh.Nasir Kadus Grunggungan Bkl, 28-10-1960 
10 Moh.Jasuli Kaur Keuangan Bkl, 05-05-1980 
 
Tabel 1.4 
Susunan Keanggotaan  BPD Desa Langkap Periode 2013-2018 
No Nama Jabatan Tempat/tgl lahir 
1 M. Masroni BPD Kangenan Barat Bkl, 09-05-1968 
2 Moh.Taufiq 
Huseinullah 
BPD Langkap Timur Bkl, 16-07-1963 
3 Moh. Sahwan BPD Langkap Barat Bkl, 22-06-1961 
4 Ridwan BPD Grunggungan Bkl, 08-12-1973 
5 H. Nasir BPD Tebbanah Bkl, 17-05-1960 
6 Moh. Yusuf BPD Du‟ur Bkl, 19-03-1971 
7 Mohammad Syofii BPD Kangenan Timur Bkl, 17-03-1969 
 
Setelah masa jabatan perangkat desa selesai, maka diganti dengan 
masa jabatan baru yang mana pada periode yang baru ini ada keterlibatan 
seorang perempuan yang merupakan fenomena menarik dan baru bagi 
 


































desa Langkap karena pada dasarnya memang sebelumnya para lelaki yang 
berkecimbung di balai desa karena budaya atau bahkan hukum adat yang 
mengikat mereka. Namun, pada periode ini  perempuan memiliki peran 
yang mana para perempuan ikut mengekspresikan diri, kemampuan serta 
keinginan mereka untuk membantu di pemerintah desa untuk memajukan 
desa Langkap serta ingin mengubah asumsi bahwa seorang perempuan itu 
juga bisa melakukan seperti apa yang lelaki lakukan.    
Tabel 1.5 
Lampiran Keputusan  Kepala Desa Langkap Periode 2018-2023 
Susunan Keanggotaan Perangkat Desa Langkap 
No Nama Jabatan Tempat/tgl 
lahir 
Pendidikan 
1 2 3 4 5 







2 Riski Supriyadi Sekretaris Desa Bkl, 05-03-
1990 
S1 
3 Rusdiyanto Kasi Pemerintahan Bkl, 29-06-
1975 
SMA 





5 Nur Fajar.R Kasi Pelayanan Bkl, 14-06- S1 
 



































6 Budi Fasihul.L Kaur Umum Bkl, 05-10-
1994 
SMA 
7 Moh. Jasuli Kaur Keuangan Bkl, 05-05-
1980 
SMA 





9 St.Mahsusiyah Kepala Dusun Du‟ur Bkl, 11-08-
1998 
SMA 
10 Karimah  Kepala Dusun Tebbenah Bkl, 02-02-
1981 
SMK 

































































17 Syaiful Rahman Kadus Blumbang Bkl, 15-06-
1960 
SI 





Susunan Keanggotaan BPD Desa Langkap Periode 2019-2024.2 
No Nama Jabatan Tempat/ tgl lahir 
1 Moh. Taufiq Huseinullah Ketua BPD  BKL, 16-07-
1963 
2 Mohammad Syofii Wakil Ketua BPD  BKL, 17-03-
1969 
3 Amiruddin Sekretaris BPD  BKL, 14-08-
1985 
4 Badrut Tamam Ketua Bidang 
Penyelenggaraan 




5 Mohammad Hadi Anggota BPD BKL, 21-06-
1996 
6 Mufarrohah Anggota BPD  BKL, 28-05-
1989 
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 SK Pemerintahan Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan  
 


































7 Syaiful Rachman Ketua Bidang 





8 Siti Ariska Anggota BPD  BKL, 11-01-
1996 
9 Moh Yusuf Anggota BPD  BKL, 29-03-
1971 
 
Lampiran keanggotaan perangkat desa dicantumkan melalui SK 
kepala desa, sedangkan lampiran keanggotaan BPD dicantumkan oleh SK 
Bupati Bangkalan. Menurut Siti Sulihah selaku operator desa lampiran 
keanggotaan perangkat desa dan BPD itu tidak dalam tahun yang sama 
karena memang SK yang dikeluarkan berbeda, masa jabatan 6 (enam) 
tahun mengikuti Undang-undang tentang desa.     
 Pada tahun 2019 pemilihan BPD dan terpilih dua perempuan 
diantara mereka dan mulai masa kerja pada tahun tersebut. Yang semula 
anggota BPD para lelaki namun dengan adanya peran perempuan barulah 
mereka juga ikut berpartisipasi sebagai anggota BPD meskipun hanya dua 
yang terpilih.  
  
 


































 Di desa Langkap budaya patriarkhi sangat kental terjadi baik didesa 
Langkap sendiri maupun di Burneh. Budaya Patriarkhi ini sudah 
berlangsung sangat lama dan dapat dikatakan sampai saat ini masih ada. 
Semua pekerjaan baik dipemerintahan, swasta, dan lainnya didominasi 
oleh kaum lelaki, perempuan hanya bekerja dirumah dan ada juga sebagain 
yang bekerja disawah sebagai petani membantu suaminya akan tetapi lebih 
banyak yang dirumah mengurus rumah tangga. Dengan adanya emansipasi 
wanita, serta adanya UUD yang memberikan peluang bagi perempuan 
untuk ikut berpartisipasi dalam semua bidang sesuai kemampuan yang 
dimiliki. Saat ini perempuan sudah mulai bangkit dan mengubah 
pemikiran mereka dengan mengikis budaya patriarkhi secara perlahan 
didesa mereka dengan memulai ikut aktif berpartisipasi terlibat dalam 
pemerintahan desa, sudah ada yang bekerja diluar negeri sebagai TKW, 
bekerja di toko dan lainnya. Perempuan saat ini dapat dikatakan memiliki 
kebebasan untuk melakukan kegiatan diluar sesuai bidang mereka masing-
masing karena sudah tidak terikat lagi oleh budaya patriarkhi.  
 Desa Langkap juga terkenal dengan „Tanean Lanjheng” dimana 
satu keluarga berkumpul disitu dengan memiliki rumah masing-masing 
namun dalam satu halaman dengan luas tanah yang lumayan lebar dengan 
satu musholla. Adat di tanean lanjeng ini ketika ada yang bertamu tidak 
dijamu didalam rumah melainkan ditempatkan dimusholla apalagi 
tamunya seorang lelaki dengan alasan menghindari fitnah dan memang 
sudah kebiasaan masyarakat langkap ketika menerima tamu diluar rumah 
 


































atau “amper/teras rumah”. Tanean lanjheng berisi satu keluarga mulai dari 
rumah orang tuanya kemudian rumah anak-anaknya.  
Adapun kesenjangan yang bisa kita lihat peran perempuan 
seharusnya berimbang dengan kaum lelaki sebelumnya tidak ditemukan di 
desa Langkap karena dominan kaum lelaki yang memiliki peran seutuhnya 
untuk bekerja dipemerintahan desa sementara perempuan hanya bekerja 
dirumah saja, namun dengan berjalannya waktu saat ini dengan adanya 
peran perempuan diranah pemerintahan dari struktur perangkat serta BPD 
Balai desa Langkap yakni dimulai dengan dominannya kaum lelaki yang 
menjabat dari periode 1997-2017 keterlibatan seorang perempuan dimulai 
pada periode 2018-2023 bagi perangkat desa sedangkan BPD periode 
2019-2024. Merupakan suatu fenomena menarik bagi kami karena desa 
Langkap terkenal dengan hukum adat, budaya, serta agama yang kental 
dilingkungan masyarakatnya sehingga mereka menjaga kelestarian budaya 
diantaranya seorang perempuan harus bekerja dirumah dan dilarang untuk 
bekerja di luar bahkan ranah politik. Dengan adanya peran seorang 
perempuan, kini mulai berkembang dengan baik dengan terlibatnya 
seorang perempuan bekerja diluar rumah seperti seorang guru, bekerja 
dipabrik, ditoko dan kemudian mereka juga mulai berkiprah di ranah 
pemerintahan mulai dari balai desa. Sebelum peran perempuan dalam 
pemerintah desa, perempuan di Madura tepatnya di desa Langkap mereka 
sangat mengikuti tradisi serta budaya yang ada di desa mereka dengan 
mentaati hukum adat yang berlaku. Namun, peran perempuan mulai 
 


































terlihat dengan adanya keterlibatan beberapa perempuan baik di  
pemerintahan desa maupun lainnya yang membuat sebagian dari mereka 
telah memenuhi peluang yang ada untuk mereka sendiri.  
 Adapun hal yang menarik dari penelitian ini sehingga peneliti 
mengambil tema dan memilih lokasi tersebut dikarenakan a) perempuan di 
desa Langkap sangat kental dengan budaya yang dianut dan tidak 
memungkinkan mereka untuk melanggar etika yang ada didesanya.          
b) perempuan di desa Langkap kebanyakan profesi mereka sebagai ibu 
rumah tangga dan bekerja dirumah saja. c) dengan berjalannya waktu di 
zaman modern ini perempuan Madura melakukan gerakan perlawanan 
dengan mengubah kehidupan mereka yang semula hanya bekerja dirumah 
kini mulai bekerja diluar bahkan terlibat diranah publik. Peran perempuan 
ini sangatlah bermanfaat dan berguna bagi perempuan di Madura karena 
dengan begitu perempuan tidak membatasi gerak mereka untuk 
beraktivitas serta dengan mudah untuk mereka menyalurkan kemampuan 
yang dimiliki sesuai dengan bidang mereka masing-masing. 
Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk 
mengetahui apa saja peran seorang perempuan di pemerintahan desa, 
apakah partisipasi seorang perempuan sudah terealisasikan dengan baik, 
bagaimana keterlibatan seorang perempuan dalam segala hal. Pentingnya 
penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui realita kondisi akan 
seorang perempuan desa yang mulai ikut aktif berperan terlibat dalam 
ranah pemerintahan yang mana sebelumnya hanya dirumah saja, akan 
 


































tetapi semenjak tahaun 2018 perempuan mulai melibatkan diri diranah 
pemerintahan merupakan suatau hal yang menarik. Penting juga penelitian 
ini dilakukan untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih 
luas kepada masyarakat serta pembaca nantinya tentang peran perempuan 
dalam pemerintaha desa Langkap Kecamataan Burneh Kabupaten 
Bangkalan.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran perempuan dalam pemerintahan desa di desa 
Langkap? 
2. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam mewarnai kebijakan 
pemerintah desa? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam pemerintahan 
desa di desa Langkap. 
2. Untuk memahami bagaimana keterlibatan perempuan dalam mewarnai 
kebijakan pemerintah desa.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat untuk 
masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mendalami studi politik 
serta sebagai perspektif baru tentang bagaimana peran perempuan 
dalam pemerintahan di desa Langkap. Selain itu, penelitian ini untuk 
 


































menambah wawasan keilmuan tentang partisipasi perempuan dan 
politik yang membuat aktifitas akademik akan lebih berkembang.   
2. Manfaat Praktis 
Secara umum, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan 
bisa memberi kontribusi pemikiran dan dijadikan pertimbangan bagi 
para perempuan lain yang masih belum memberanikan dirinya untuk 
mengekspresikan kemampuan mereka. Secara khusus, penelitian ini 
juga diharap menjadi masukan bagi para pemerintah untuk lebih 
memperhatikan  perempuan. selain itu, penelitian ini juga bisa 
memberi manfaat sebagai referensi bagi para peneliti lain yang 
berminat  untuk melakukan penelitian dalam hal pemenuhan dan 
keterlibatan perempuan khususnya perempuan Madura yang terkekang 
oleh hukum adat yang berlaku sebelumnya.   
E. Definisi Konseptual 
Sebagai alat untuk mempermudah penelitian khususnya untuk 
mencapai tujuan dan menggali informasi serta menyelesaikan masalah 
penelitian, maka perlu adanya dibuat definisi konseptual untuk dijadikan 
patokan dalam penelitian diantaranya:  
1. Peran Perempuan 
   Secara umum pengertian peran merupakan aspek dinamis dari 
kedudukan atau status. Kozier Barbara berpendapat bahwa peran 
merupakan seperangkat tingkah laku atau tindakan yang diharapkan 
oleh orang lain terhadap seseorang sesuai jabatannya dalam suatu 
 


































sistem. Peran menentukan apa yang akan dilakukan oleh seseorang 
untuk masyarakatnya. Peran juga menentukan bagaimana sekempatan 
yang diberikan oleh masyarakat kepada dirinya, peran diatur oleh 
beberapa norma yang berlaku dan untuk dijalankan.  
Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri sebagai 
suatu proses. Adapun peran yang harus dimiliki oleh individu 
mencakup tiga hal diantaraya: 
a. Peran meliputi beberapa norma yang dihubungkan dengan 
posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran disini 
dapat diartikan sebagai peraturan yang membimbing 
seseorang dalam masyarakat. 
b. Peran merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang dalam 
masyarakat. 
c. Peran juga merupakan tingkah laku seseorang yang penting 
bagi trurktur sosial masyarakat.3 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita 
memiliki arti perempuan desawa. Dalam hal ini, penulis menggunakan 
istilah wanita dikarenakan pemaknaan kata wanita lebih dekat dengan 
kesadaran praktis  masyarakat jawa. Kata wanita berasal dari kata wani 
(berani) dan ditata (diatur).  Secara etimologis, kata perempuan berasal 
dari kata empu yang artinya  “tuan”, orang yang ahli atau berkuasa, 
                                                                 
3
Tuti Kurniati, 2018,  Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kampung 
Raktyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, 
Program Studi Pemikiran Politik Islam, UIN Sumatera Utara, Medan Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan.  
 


































kepala hulu, yang paling besar. Akan tetapi menurut Zaitunah Subhan 
dalam bukunya perempuan berasal dari kata empu yang artinya 
dihargai.  
Menurut Plato perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik 
maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari seorang lelaki, 
namun adanya perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya 
perbedaan dalam bakatnya.  Sedangkan berdasarkan pada kajian medis, 
gambaran tentang seorang perempuan dipandnag dari segi psikologis, 
sosial, terbagi menjadi dua faktor, yakni fisik dan psikis.  
Kajian peran seorang perempuan dalam perkembangannya, 
konsep peran  seks memberikan makna tersendiri. Dimana peran seks 
merupakan seperagkat atribut dan ekspektasi yang diasosiasikan dengan 
perbedaan gender. Menurut teori Fungsionalisme peran seks 
merefleksikan beberapa norma sosial yang bertahan dan merupakan 
beberapa pola sosialisasi. Adapun norma yang cenderung terjadi  pada 
dewasa ini merupakan hubungan antara lelaki dan perempuan yang 
telah  berubah seiring dengan perkembangan secara bertahap perihal 
keluarga yang berkesetaraan (Nicholas Abercrombie, dkk, 2010: 501).4  
 Kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan dalam 
menghadapi tantangan global perempuan indonesia harus memerankan 
peran secara merata. Dalam peran domestik, perempuan berperan 
melindungi keluarga khususnya anak-anak dan anggota keluarga. 
                                                                 
4
 Indah Ahdian, 2013, Peran-peran Perempuan Dalam Masyarakat, JURNAL ACADEMICA Fisip 
Untad, vol.5, no.2, Oktober, hml.1085-1092. 
 


































Sedangkan sektor publik banyak hal yang diperankan oleh perempuan 
pada era global ini. Terbukanya peluang dan kesempatan global maka 
terbuka pula peluang bagi partisipasi perempuan dalam bidang kegiatan 
yang dianggap kurang lazim dilaksanakan oleh perempuan pada masa 
sebelumnya. 
Seorang perempuan memiliki banyak pilihan yang menurut 
evaluasi  pribadi akan sesuai dengan kemampuan dirinya dan akan 
bermanfaat untuk pribadinya, untuk keluarga maupun masyarakat. Oleh 
karena itu, permasalahan yang sedang dihadapi dalam reposisi peran ini 
ialah bagaimana sebagai seorang  perempuan dapat melintasi sektor 
domestik ke publik dan sebaliknya secara aman  dan baik, sebab saat ini 
masyarakat baik lelaki belum sepenuhnya menyadari dan menerima 
proses reposisi peran dengan baik. 
 Sedangkan untuk dapat memerankan diri secara seimbang dalam 
sektor domestik maupun publik tentunya upaya untuk meningkatkan 
kualitas dari kaum perempuan sangat perlu disertai penciptaan 
dukungan sistem sosial yang memungkinkan seorang perempuan dapat 
memenuhi tuntutan formal obyektif di lingkungan kerja dan 
menunjukkan prestasi mereka.5 
Gerak perubahan spiritual di kalangan perempuan pedesaan terjadi 
sebelum adanya momen keruntuhan rezim orde baru dari beberapa 
kalangan menilai kontribusi besar adalah kesadaran akan hak 
                                                                 
5
 Arbaiyah Prantiasih, 2014, Reposisi Peran Dan Fungsi Perempuan, Jurnal Pendidikan dan 
Kewarganegaraan, Th.27, no.1, Februari, hml.1-6. 
 


































komunitas perempuan untuk  memperoleh hak sosial, ekonomi dan 
politik. Dinamika ini bisa ditelusuri dari  berbagai aktivitas perempuan 
pedesaan yang secara budaya tumbuh bersamaan  dengan adanya 
kesadaran, kemandirian dan eksistensi perempuan di kalangan 
masyarakat desa. Gerakan kultural keagamaan berubah menjadi 
gerakan politik seiring dengan momentum pergeseran kekuasaan yang 
sejak reformasi bergulir maka timbul pergeseran kekuasaan elit kepada 
kekuatan kaum elit. Kekuasaan yang terpusat kini menjadi menyebar 
pada kalangan kaum elite yang berasal dari  kalangan pesantren, 
masyarakat pedesaan, dan kaum perempuan yang selama ini telah 
mengalami marginalisasi peran. Kekuasaan partiarkhi yang 
didomonasi oleh  kaum lelaki bergeser pada eksistensi kaum 
perempuan.6 
2. Pemerintah Desa 
 Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam 
menjalankan tugas serta kewajibannya kepala desa dibantu oleh 
perangkat desa. Adapun perangkat desa terdiri dari seorang sekretaris 
desa, kepala dusun atau kadus, kepala urusan, BPD. Pejabat pemerintah 
desa dipilih oleh rakyat berdasarkan peraturan daerah masing-masing. 
Dalam menetapkan peraturan desa, kepala desa tidak serta merta dapat 
memutuskan  melainkan secara sepihak, melainkan bermusyawarah 
dengan BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
                                                                 
6
 Tatik Hidayati, 2009, Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi , vol.XVI, no.2, 
oktober, hml.62-74 
 


































(berfungsi sebagai badan legislator). Badan tersebut bernama Badan 
Perwakilan Rakyat Desa yang disingkat dengan Baperdes. Badan ini 
terdiri dari penduduk desa yang dipilih, ditetapkan berdasarkan 
musyawarah dan mufakat.  
 Dalam rangka untuk menyukseskan roda pemerintahan desa 
atau memberdayakan masyarakat maka membentuk beberapa lembaga 
kemasyarakatan yang diterapkan dengan peraturan desa dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka 
lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu sekaligus sebagai 
mitra pemerintah desa. Adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 
dibentuk adalah LPKMD (Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan 
Masyarakat Desa) yang bertugas dalam penyusunan program dan 
pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, posyandu yang bertugas 
dalam bidang kesehatan masyarakat desa, PKK yang bertugas dalam 
memberdayakan kam perempuan, dan UED (Usaha Ekonomi Desa) 
yang bertugas dalam menggerakkan perekonomian desa.7  
 Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu 
kewenangan desa yang berskala lokal dengan membuka peran 
perempuan baik sebagai individu maupun lembaga yang mewadahi 
perempuan. Perempuan perlu meningkatkan dalam pembangunan 
pemerintahan desa, hail ini penting seiring dengan implementasi 
                                                                 
7
 Muhammad Hanif, 2013, Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Banjarsari Kec/Kab Madiun, JURNAL AGASTYA, vol.3, no.1, Januari,hml.35-50. 
 


































Undang-undang desa dan mengucurnya dana desa sehingga  semakin 
banyak orang menyadari mengenai kewenangan desa. 
 Dalam Undang-undang desa disebutkan bahwa kewenangan desa 
meliputi kewenangan dibidang penyelengaraan pemerintah desa, 
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal-usul, dan adat-istiadat desa. Kewenangan-kewenangan desa hampir 
semua membuka peluang bagi perempuan untuk memerankannya. 
Tidak ada keharusan bahwa kewenangan desa harus dijabat dan 
dilakukan oleh laki-laki, bahwa ada banyak kendala dan tantangan 
untuk menuju kesana maka hal itulah yang perlu dijawab oleh 
perempuan desa itu sendiri dan peemrintahan desa. Tingkat keterlibatan 
perempuan dalam pembangunan desa dari tahun ke tahun perlu terus 
dipantau dan didorong peningkatannya. Perempuan juga bisa 
memanfaatkan peluang terlibat dalam hal pengelolaan desa,  peran lain 
yang banyak  digeluti perempuan desa dan perlu terus ditingkatkan 
adalah peran dibidang kesehatan, pendidikan dan budaya. Dalam hal ini 
kesehatan perempuan bisa berperan aktif dalam penyuluhan sederhana 
tentang pemberantasan penyakit menular, fasilitas pengelolaan 
posyandu, pengelolaan dana sehat, pengelolaan kegiatan tanaman obat 
keluarga.8 
                                                                 
8
 Skripsi Tuti Kurniati, 2018, Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa , Hml.1-93. 
 


































 Adapun dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa  peran 
perempuan desa ini sangatlah terbatas dalam bergerak dikarenakan 
pandangan, dianggp melanggar etika, serta budaya yang mengikat 
mereka sehingga mereka hanya berperan sebagai ibu rumah tangga 
biasa. Namun setelah adanya keterlibatan  peran perempuan di madura 
kini kiprah perempuan semakin berkembang dan mulai beraktivitas 
diluar rumah mereka juga memberanikan diri untuk mulai  mencoba hal 
baru dengan terjun di ranah politik karena perubahan perempuan yakni 
dari peran politiknya sesuai dengan apa yang pernah diriwayatkan 
Bukhari Muslim dalam hadist. Dengan begitu peran perempuan di ranah 
domestik ke publik ini sangat membantu perempuan Madura untuk 
mempermudah gerakan mereka. Adanya peluang serta keinginan yang 
mendorong mereka untuk merubah kehidupan yang semula mereka 
hanya berdiam di rumah (domestik) menjadi perempuan karir (publik). 
F. Sistematika Pembahasan 
 Pembahasan dalam penelitian ini memiliki sistematika dan penulis 
membaginya sesuai dengan beberapa kelompok kajian antara lain: 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Bab pendahuluan merupakan bab yang menjadi dasar topik 
permasalahan yang  akan dicari dalam penelitian, isinya antara lain 
adalah latar belakang, rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, definisi konseptual, kajian pustaka, penelitian terdahulu, 
 


































landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan itu sendiri, 
jadwal penelitian.  
    BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab yang menjelaskan secara rinci beberapa teori yang relevan 
untuk digunakan sebagai dasar skripsi dan pelaksanaan penelitian.  
    BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dijelaskan bagaimana deskripsi umum obyek 
penelitian dan hasil penelitian.  
    BAB IV : PENYAJIAN DATA 
Secara rinci bab ini membahas berbagai hasil penelitian, mulai 
dari pengumpulan data, waktu penelitian, dan hasil pembahasan.  
    BAB V : PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 
Pembahasan berisi tentang isi atau penjelasan dari keseluruhan 
hasil temuan saat dilapangan. Sedangkan analisis data berisi tentang 
analisis dari peneliti mengenai peristiwa yang terjadi dilapangan.  
    BAB VI : PENUTUP  
Penutup berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan memuat 
ringkasan dari berbagai data dan temuan dan analisis dalam penelitian, 
sedangkan saran berisikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh 
pihak-pihak terkait penelitian.  
 




































A. Penelitian Terdahulu 
Peneliti melakukan riset terhadap berbagai penelitian-penelitian 
yang membawa peneliti pada pemilihan judul ini, sehingga peneliti 
menemukan beberapa dokumen penelitian yang relevan dengan judul ini 
namun sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa peneliti tersebut akan 
dijabarkan disini sekaligus respon peneliti untuk menjelaskan perbedaan 
dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan permasalahan dan fokus 
yang akan dikaji oleh peneliti. diantaranya:  
1. Very Wahyudi dengan judul “ Peran Politik Perempuan Dalam 
Perspektif Gender”   
Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran politik 
perempuan dalam dinamika perpolitikan indonesia selama ini, budaya 
patriarkhi yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, 
mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik 
adalah wilayah publik yag penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. 
Akibat selanjutnya jumlah perempuan berpotensi dibidang ini masih 
sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para lelaki yang selama ini 
dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan.9   
    Perbedaan penelitian antara kedua penelitian ialah penelitian ini 
lebih fokus pada peran politik perempuan dalam perspektif gender 
                                                                 
9
 Very Wahyudi, 2018, Peran Politik  Perempuan Dalam Persprektif Gender, vol.1 No.1 (jan-jun), 
Mataram, Hml.63-83 
 


































sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada peran 
perempuan dalam pemerintahan desa.  
2. Atiqa Azza El Darman dengan judul “ Peningkatan Partisipasi Politik 
Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di 
Sumatera Barat”. 
Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya 
kebijakan affirmatif mendorong perempuan di Sumatera Barat agar 
dapat berpartisiapsi dan berkompetisi dalam memperebutkan kursi di 
DPRD. Ketika kebijakan affirmatif muncul, maka terjadi peningkatan 
jumlah perempuan dalam DPRD di Sumatera Barat dari tahun ke 
tahun. Bahkan di Sumatera Barat jumlah partisipasi perempuan sudah 
melebihi batas minimum yaitu sebanyak 30%. Mengenai itu untuk 
perempuan dalam daftar bakal calon dan zipper system, harus tetap 
dipertahankan keberadaannya dalam uu pemil 10  
Perbedaan penelitian antara kedua penelitian ialah penelitian ini 
fokus pada peningkatan partisasi politik perempuan dalam DPRD 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada peran 
perempuan dalam pemerintahan desa. 
3. Frans Bapa Tokan dan Apolonaris Gal dengan judul “ Partisipasi 
Politik Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan 
Dalam Pemabngunan Desa Di Desa Watoone Kabupaten Flores 
Timur” 
                                                                 
10
 Atiqa Azza E.D, 2019, Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tahun 2019 di Sumatera Barat , vol.3, no. 1, Hml.1-15. 
 


































Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa proses pembangunan 
desa secara partisipatif dan berkelanjutan, mestinya mengikutsertakan 
secara aktif perempuan agar kepentingan esensialnya dapat terwujud 
dalam perencanaan dan penganggaran desa yang responsive gender 
dan gender budgeting. Secara kuantitatif kesadaran perempuan dalam 
mendukung pembangunan desa cukup tinggi. Namun secara kualitatif 
perempuan desa kurang mampu dan berani menyampaikan gagasan 
dan kritik dalam forum musyawarah desa.11 
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitian ini fokus 
pada partisipasi politik perempuan tentang relasi kuasa dan akses 
perempuan dalam pembangunan desa sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan fokus pada peran perempuan dalam pemerintahan desa. 
4. H.Shonhaji dengan judul “ Keterlibatan Perempuan Dalam 
Mewujudkan Keserasian Sosial Pada Masyarakat Multietnik Di 
Lampung” 
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keserasian sosial 
antar kelompok lintas etnik dalam masyarakat multietnik, tidak dapat 
terlepas dari adanya keterlibatan kaum perempuan. Analisis sosiologis 
terhadap kiprah kaum  perempuan pada sektor publik dalam 
masyarakat multietnik sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, 
paling tidak dapat memberi gamabaran lain bahwa  kaum perempuan 
atau “wanito” tidak bisa dipandang sebelah mata (subirdinatif) sebagai 
                                                                 
11
 Frans Bapa Tokan & Apolonaris Gal, 2020, Partisipasi Politik  Perempuan (Studi Tentang 
Relasi Kuasa Dan Akses Perempuan Pembangunan Desa Di Desa Watoone Kabupaten Flores 
Timur), vol. 4, no.2, Desember, Hml.1-22.  
 


































makhluk lemah yang hanya berani ditata tetapi juga berani menata. 
Kaum  perempuan tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi lebih 
didudukan sebagai subyek pembangunan.12 
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitia ini fokus pada 
keterlibatan perempuan dalam mewujudkan keserasian sosial pada 
masyarakat multietnik sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus 
pada peran  perempuan dalam pemerintahan desa. 
5. Hendrarto dengan judul “ Peran Perempuan Dalam Politik Di Era 
Demokrasi Sepercik Wacana Pendidikan Politik Masyarakat Di 
Kabupaten Magelang” 
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan 
indonesia dalam perjuangannya di era demokrasi seperti sekarang ini 
terutama dalam bidang politik masih perlu adanya upaya yang cukup 
keras dari seluruh stakeholders  terutama kaum perempuan.  Salah satu 
strategi yang harus dikembangkan adalah melakukan pendidikan politik 
bagi pelaku-pelaku politik dan pemilih khususnya perempuan. 
Pendidikan politik diharapkan dapat mengubah image masyarakat 
tentang politik yang selama ini diasumsikan sebagai hak monopoli 
kaum lelaki.13  
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitian ini fokus 
pada peran perempuan dalam politik di era demokrasi wacana 
                                                                 
12
 H.Shonhaji, 2017, Keterlibatan Perempuan Dalam Mewujudkan Keserasian Sosial Pada 
Masyarakat Multietnik Di Lampung, vol.14, no.1, Januari, Hml. 17-44.  
13
 Hendrarto, 2019, Peran Perempuan Dalam Politik  Di Era Demokrasi Sepercik Wacana 
Pendidikan  Politik Masyarakat Di Kabupaten Magelang, vol.3, no.1, April, Hml.56-69.  
 


































pendidikan sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada peran 
perempuan dalam pemerintahan desa. 
6. Yuningtyas Setyawati dan Andeas A. Susanto dengan judul             
“Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Program Pemberdayaan 
Masyarakat Di Kabuapten Bantul”  
Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan 
masyarakat  merupakan bagian integral dari uapaya suatu bangsa untuk 
menghadapi tantangan  yang bersifat global. Salah satu bidang 
pemberdayaan masyarakat yang masih perlu mendapatkan perhatian 
saat ini adalah pemberdayaan perempuan. Di indonesia untuk saat ini 
kesenjangan yang cukup lebar antara lelaki dan  perempuan masih 
terlihat dengan jelas. Oleh karena itu tujuan studi ini adalah untuk 
mendeskripsikan partisipasi perempuan pada setiap tahapan 
pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat di  Kabupaten 
Bantul, kemudian menjelaskan  alasan-alasan para perempuan di 
Kabupaten Bantul terlbat dalam pelaksanaan  program pemberdayaan 
perempuan di Kabupaten Bantul.14  
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitian ini fokus 
pada partisipasi perempuan dalam implementasi program 
pemberdayaan perempuan sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
fokus pada peran perempuan dalam  pemerintahan desa.  
                                                                 
14
 E. Yuningtyas S. & Andreas A.S, 2013, Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Program 
Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bantul, vol.12, no.1, Maret, Hml.27-44 
 


































7. Mirza Fanzikri dengan judul “ Partisipasi Perempuan Dalam 
Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh”  
Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang Partisipasi 
perempuan dalam enam kelembagaan desa masih perlu peningkatan. 
Dari enam kelembagaan desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, 
Lembaga Kemasyarakatan Desa,  Lembaga Adat Desa, Lembaga 
Kerjasama Desa, dan BUM Desa partisipasi perempuan paling minim 
terdapat di pemerintah desa dan lembaga adat desa.15 
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitian ini fokus 
pada partisipasi perempuan dalam kelembagaan sedangkan penelitian 
yang akan  dilakukan fokus pada peran perempuan dalam pemerintah 
desa. 
8. Muhammad Hanif dengan judul “ Peran Serta Perempuan Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan/Kabupaten 
Madiun” 
Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang pemerintah desa 
Banjarsari memberi peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat 
secara langsung namun belum banyak dimanfaatkan. Hanya beberapa 
orang yag berperan secara aktif dalam lembaga pemerintahan desa. Hal 
tersebut dikarenakan belum adanya kesadaran kritis atas hak-haknya 
untuk mengaktualisasikan dirinya. Selain itu masih banyak perempuan 
                                                                 
15
 Mirza Fanzikri, 2019, Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di 
Aceh, vol.5, no.1, Oktober, Hml.-106.  
 


































yang beranggapan bahwa urusan perempuan adalah soal rumah tangga 
dan hanya peran sekunder.16   
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitian ini fokus 
pada peran serta perempuan dalam penyelanggaraan pemerintah desa 
di Banjarsari sedangkan penelitian yanga kan dilakukan fokus pada 
peran peremuan dalam pemerintahan desa di desa Langkap.  
9. Siti Malaiha Dewi dengan judul “ Peran Perempuan Dalam Formulasi 
Kebijakan”  
Hasil dari penelitina ini menjelaskan bahwa hanya beberapa 
stakeholder perempuan yang berperan dalam memeperjuangkan 
kepentingan perempuan pada perumusan anggaran, selain itu ada 
beberapa stakeholders juga memberikan  kontribusi dalam usaha 
meningkatkan kualitas hidup perempuan. Ada dua jenis  kendala yang 
dihadapi oleh para pemangku kepentingan: kendala internal dan  
eksternal. Kendala iternal meliputi kurangnya pemahaman 
stakeholders perempuan akan kebutuahn perempuan, dan pemetaan 
peran yang saling tumpang tindih. Sedangkan kendala eksternal seperti 
budaya yang menempatkan laki-laki  “lebih” daripada perempuan.17   
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitian ini fokus 
pada peran perempuan dalam formulasi kebijakan sedangkan penelitian 
                                                                 
16
 Muhammad Hanif, 2013, Peran Serta Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Banjarsari Kecamatan/Kabupaten Madiun , vol.3, no.1, Januari, Hml. 35-50. 
17
 Siti Malaiha Dewi, 2014, Peran Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan , PALASTREN, vol.7, 
no.1, Juni, Hml. 223-254. 
 


































yangakan dilakukan fokus pada peran perempuan dalam pemerintahan 
desa.  
10.  Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak dengan judul “ Gender And 
Politics Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik” 
Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang munculnya isu 
ketidakadilan  gender atau diskriminasi gender akibat adanya proses 
kontruksi sosial di dalam masyarakat. Padahal islam dalam UUD 1945 
negara telah menjamin kesetaraan  akses perempuan dan laki-laki. 
Oleh karena itu, peningkatan peranan perempuan  dan laki-laki dalam 
pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian  integral dari 
pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk  
mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan 
perempuan atau  mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.18 
Perbedaan antara kedua penelitian ialah penelitian ini fokus 
pada keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan fokus pada peran perempuan dalam 
pemerintahan desa. 
Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan 
yakni dapat disimpulkan bahwa semua penelitian menjelaskan tentang 
bagaimana peran seorang perempuan yang sekarang mulai terlibat ikut 
berpartisipasi di dalam bidang apapun sama seperti yang dilakukan 
                                                                 
18
 Ulfatun Hasanah & Najahan Musyafak, 2017, Gender And Politics Keterlibatan Perempuan 
Dalam Pembangunan Politik , SAWWA, vol.12, no.3, Oktober, Hml. 409-432. 
 


































oleh seorang lelaki, baik diranah domestik maupun publik. Sehingga 
sampai saat ini keterlibatan seorang perempuan dapat dikatakan lebih 
baik dari sebelumnya, seorang perempuan juga memanfaatkan peluang 
dan kesempatan yang ada untuk mereka dengan baik. Adapun 
penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian 
dari Muhammad Hanif dengan judul “ Peran Serta Perempuan Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan/Kabupaten 
Madiun. 
B. Partisipasi Politik 
1. Definisi partisipasi politik 
Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan 
seseorang atau  kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 
kehidupan politik, antara lain dengan  jalan memilih pimpinan negara, 
dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi  kebijakan 
pemerintah (public policy). Adapun kegiatan ini mencakup tindakan 
seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat 
umum, mengadakan hubungan (contacting), atau lobbying denagn 
pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau 
salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.19  
Samuel P.Huntington dan Joan M.Nelson dalam No Easy 
Choice: Political  Participation in Developing Countries memberi 
                                                                 
19
 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hml. 
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tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan 
ilegal dan kekerasan.20 
“Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak 
sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi 
pembuatan keputusan oleh pemerintah. pasrtipasi bisa bersifat 
individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau 
sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif 
atau tidak efektif. (By political participation we mean activity by 
private citizens designed to influence government decision making. 
Participation may be individual or collective, organized, or 
spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or 
illegal, effective or ineffective)”.21 
Di negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari 
paham bahwa  kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan 
melalui kegiatan bersama untuk menetapkan bebrapa tujuan serta masa 
depan masyarakat itu dan untuk menentukan  orang-orang yang akan 
memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan  
pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik  
Partisipasis politk sangat erat kaitannya dengan kesadaran 
politik, karena semakin adanya kesadaran bahwa dirinya diperintah, 
kemudian ada tuntutan dari orang mengenai hak bersuara dalam 
penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai 
                                                                 
20
 Ibid, Hml. 368 
21
 Ibid, Hml.368 
 


































dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, serta 
beberapa orang terkemuka. Di negara-negara demokrasi umumnya 
dianggap bahwa lebih banyak  partisipasi masyarakatnya, lebih baik. 
Dalam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa 
warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan 
diri dalam kegiatan tersebut. Adapula yang berpendapat bahwa 
partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. 
Namun Huntington dan Nelson  menganggap bahwa kegiatan yang ada 
unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror,  pembunuhan politik, 
dan lainnya merupakan suatu bentuk partisipasi.  
Sedangkan di negara-negara demokrasi, menganggap bahwa 
partisipasi masyarakat lebih banyak maka lebih baik. Dalam hal ini 
tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan 
memahami masalah politik dan ingin  melibatkan diri mereka dalam 
beberapa kegiatan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada 
umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik karena dapat 
ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian 
terhadap masalah kenegaraan.22  
Partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui  mana mereka mengambil bagian secara langsung 
atau tidak langsung dalam proses  pembentukan kebijakan umum. 
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang  bertindak 
                                                                 
22
 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
Hml. 369-370. 
 


































sebagai pribadi--pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi 
pembuatan  keputusan pemerintah , dan partisipasi dapat  bersifat 
individual dan kelompok.  
Dalam hal partisipasi politik perempuan ada beberapa hal 
mengapa perempuan masih rendah  partisipasinya dalam pemerintahan 
desa. Pertama, karakter khas desa menganut sistem  patriarkhi, yang 
membatasi gerak perempuan untuk lebih jauh dalam politik. Kedua, 
pola  interaksi antar warga masyarakat perempuan yang kurang intensif 
dan tidak memiliki  kemampuan untuk membangun relasi dengan 
pimpinan daerah sehingga mempengaruhi  peluang partisipasi politik 
perempuan. Ketiga, tingkat kemampuan SDM perempuan dalam 
mengorganisir kelompok perempuan sendiri dan mendorong 
kelompoknya untuk sama-sama mengadvokasi agar dapat terlibat 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik 
dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, 
dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan 
dan pengambilan keputusan  merupakan hak asasi manusia. Tidak 
dapat dipungkiri, perempuan secara demografis dapat dikatakan  
seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati 
posisi minoritas.23 
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 Cut Asmaul Husna, 2018, Partisipasi Politik  Perempuan Dalam Pembangunan Aceh Pasca 
Konflik, Jurnal Public Policy,Hml.83-93, doi.org/10.35308/jpp.v2i1.681. 
 


































Menurut Soewando memandang bahwa partisipasi perempuan 
merupakan bagian  yang tidak terlepas sebagai upaya pemberdayaan 
perempuan. Terkait dengan konsep  partisipasi ini, dia berpendapat 
bahwa peranan atau partisipasi perempuan dalam  pembangunan itu 
dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu internal dan eksternal. Fungsi 
internal merupakan wanita sebagai ibu dalam keluarga dan sebagai 
isteri dalam hubungan rumah tangga. Sedangkan fungsi eksternal 
adalah perempuan sebagai warga negara dalam hubungannya dengan 
hak-hak dalam bidang sipil, politik, dan lain-lain, termasuk perlakuan 
pada waanita dalam partisipasi tenaga kerja.24  
Menurut Ramlan Surbakti parisipasi politik ialah keikutsertaan 
warga negara  biasa dalam menentukan segala keputusan yang 
menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Dari penjelasan diatas 
tentang definisi partisipasi politik dari beberapa tokoh peneliti 
menyimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan 
sukarela dari seseorang maupun kelompok yang ikut aktif  menentukan 
suatu keputusan dalam proses  pembuatan kebijakan umum.         
Dalam partisipasi politik terdapat beberapa macam hal yang 
harus diperhatikan diantaranya:  
2. Tipologi partisipasi politik 
Adapun bentuk partisipasi politik individu dapat kita lihat dari 
beberapa aktivitas politiknya. Partisipasi politik yang sederhana dan 
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umum dikenal melalui pemberian suara saat pemilu. Milbarth dan Goel 
dalam bukunya Ramlan Surbakti yang berjudul “Memahami Ilmu 
Politik” membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori: 
a.  Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari 
proses politik. 
b. Spectator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih 
dalam pemilu. 
c. Gladiator, adalah mereka yang aktif mmengadakan kontak tatap 
muka dalam proses politik, aktivis partai pekerja kampanye dan 
aktivis masyarakat. 
d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk 
tang tidak konvensional.25 
3. Model partisipasi politik  
Berdasarkan tinggi rendahnya suatu partisipasi maka Paige 
membagi menadi empat tipe:  
a. Aktif, apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan 
kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi. 
b. Pasif, apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan 
kepada  pemerintah sangat tinggi. 
c. Apatis, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada 
pemerintah rendah dan partisipasi politik cenderung pasif-tertekan. 
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d. Militan radikal, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan 
kepada pemerintah rendah.26  
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik 
Partisipasi politik merupakan kegiatan yang secara langsung 
berhubungan dengan warga negara dan pemerintah, banyak faktor 
yang mempengaruhi baik dari warga, individu, kelompok maupun 
pemerintah. Menurut Waimer menyatakan bahwa penyebab timbulnya/ 
faktor yang mempengaruhi proses partisipasi politik yaitu 
a. Modernisasi di segala bidang, berimplikasi pada komersialisme 
pertanian,  industri, perbaikan pendidikan, pengembangan metode 
masa dan sebagainya. 
b. Terjadinya beberapa perubahan struktur kelas sosial. Perubahan 
struktur kelas  baru ini sebagai akibat dari terbentuknya kelas 
menengah dan pekerja yang semakin meluas dalam era 
industrialisasi dan modernisasi dari hal itu muncul persoalan yakni 
siapa yang berhak ikut serta dalam beberapa pembuatan keputusan 
politik yang nantinya membawa beberapa perubahan pola pada 
partisipasi politik. 
c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa 
merupakan salah satu faktor meluasnya komunikasi politik 
masyarakat ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme akan 
                                                                 
26
 Ibid, Hlm. 184-185 
 


































membangkitkan beberapa tuntutan untuk  berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan. 
d. Timbulnya konflik diantara beberapa pemimpin politik yang 
bersaing merebut  kekuasaan yang dilakukan untuk meraih 
kemenangan dengan cara mencari  massa. Dalam hal ini contoh 
kasus para pemimpin politik menganggap tindakan yang mereka 
pilih sudah benar, apabila demi kepentingan rakyat dan berupaya  
memperjuangkan ide-ide aspirasi massa.27    
Menurut Siti Musdah Mulia rendahnya partisispasi politik 
perempuan juga dilatari oleh adanya pemahaman dikotomistik tentang 
ruang publik dan ruang domestik. Kehadiran perempuan di ranah 
politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di 
parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan 
kebijakan publik yang ramah dan senssitif pada kepentingan 
perempuan. Rendahnya keterwakilan perempuan diranah politik dapat 
dijelaskan kedalam setidaknya dua pembacaan.  
Pertama, masih mengakar kuatnya paradigma partiarkhi 
disebagian besar  masyarakat indonesia. Pola pikir patriarkhi 
cenderung menempatkan perempuan dibawah kekuasaan laki-laki. 
Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak   
memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. 
Kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki 
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komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Rantai marjinalisasi 
yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan  cenderurng 
tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik 
nasional  maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebgai 
objek. Alhasil partisipasi politik perempuan cenderung rendah. 
Salah satu contoh berhasilnya keterlibatan perempuan dalam 
suatu pembangunan, serta menghasilkan beberapa kebijakan yang 
ramah akan perempuan. Akan tetapi, masih kurang kesadaran ini 
belum terlaksana secara aktif di berbagai desa. Jelas dalam undang-
undang desa sudah termaktub prinsip kesetaraan dan keadilan gender 
dalam pengaturan  desa dan pelaksanaan pemerintahan desa.28 
Keterlibatan seorang perempuan dalam semua bidang sangat 
berpengaruh terhadap kemajuan kualitas perempuan itu sendiri serta 
instansinya karena keberhasilan serta kegagalan itu diukur dengan 
bagaimana terlibatnya seorang perempuan didalamnya. Proses suatu 
keterlibatan seorang perempuan melalui proses yang panjang untuk 
mewujudkan suatu kualitasnya. Keterlibatan perempuan yang 
dimaksudkan adalah keterlibatan dalam jabatan politik yang tentunya 
erat kaitannya dengan partisipasi kaum  perempuan dalam perumusan 
serta perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. 
Dalam negara demokrasi, keterlibatan seorang perempuan dan 
lelaki pada posisi  penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan 
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akan berdampak pada keseimbangan masyarakat di semua tingkatan 
secara akurat dan akan terjadi pencapaian tujuan untuk  menciptakan 
keadilan. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam perumusan  
kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah 
nyata untuk  mencapai kondisi yang adil bagi perempuan.29 
C. Kesetaraan Gender 
Dalam memahami kesetaraan gender, seseorang harus 
mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan anatra gender dengan seks. 
Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang definisi gender menjadi 
salah satu penyebab dalam dalam pertentangan menerima suatu 
analisis gender disuatu persoalan ketidakadilan. Dalam istilah gender 
Santrok berpendapat bahwa gender dan seks memiliki perbedaan dari 
segi dimensi. Istilah seks mengacu pada dimensi biologis seorang laki-
laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-
budaya seorang laki-laki dan perempuan.  
Gender menurut Muhtar (2002), gender diartikan sebagai jenis 
kelamin sosial atau konotasi untuk menentukan peran sosial 
berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender merujuk pada perbedaan 
karakter laki-laki dan perempuan berbadaskan kontruksi sosial budaya, 
yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam 
masyarakat. Sedangkan istilah seks merujuk pada perbedaan jenis 
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kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang 
berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi.  
Ada beberapa pengertian tentang keadilan dan kesetaraan 
gender secara bahasa “keadilan” berasal dari kata  dasar “adil” (just, 
fair, equitable, legal) yang berarti berpihak pada yang benar dan 
berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang 
adil. Dalam kamus bahsa indonesia kata “adil” yang berarti sma berat, 
tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat 
yang adil. “kesetaraan” berasal dari kata “setara” (matcahing, equal) 
berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang.  
Keadilan dan kesetaraan gender yakni terciptanya kesamaan 
kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 
kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-
sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian 
dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan 
perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka. 
Terwujudnya kesetraan gender dan keadilan gender ditandai dengan 
tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan 
demikian mereka memiliki (APKM) akses, kesempatan berpartisipasi, 
dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara 
dan adil.  
Kesetaraan gender berkaitan dengan keadilan gender. Keadilan 
gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap lelaki dan 
 


































perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dilihat 
dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap kaum lelaki dan 
perempuan. Sehingga, dengan begitu setiap orang memiliki akses, 
kesempatan berpartisipasi dan control atas pembangunan serta 
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan 
tersebut.30   
D. Partisipasi Politik Perempuan 
Perempuan di ranah politik, Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan 
politik perempuan. Keterlibatan seorang perempuan dalam kehidupan 
publik telah meningkat namun partisispasi dan keterwakilan 
perempuan di lembaga legislatif tingkat naisonal meupun provinsi, dan 
di seluruh lembaga pemerintahan maish rendah. Gerakan perempuan di 
indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namunmasih ada 
kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di 
struktur politik formal. Perempuan belum terwakili secara setara di 
lembaga legislatif tingkat nasional.  
Perubahan yang dialami indonesia menuju demokrasi pada 
periode pasca Orde Baru mengalami berbagai prakarsa perubahan yang 
berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan 
pengikutsertaan suara mereka dalam tata pemerintahan. Perempuan 
yang menjadi bagian dari entitas politik merupakan salah satu kekuatan 
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sosial politik yang memiliki pengaruh akan tetapi selalu sulit untuk 
direalisasikan dalam ruang publik. Dengan kata lain kuasa perempuan 
memang ada namun terkendala oleh sistem pemerintahan patriarkhi 
yang menjadi penghalang bagi perempuan untuk merumuskan 
program-program yang berpihak pada perempuan.31  
Partisipasi politik perempuan adalah aktivitas sukarela 
perempuan yang dikaitkan dengan komunitas gerakan perempuan 
politik. Ini terdiri dari berbagai bagian termasuk kebenaran politik, 
aktivis perempuan, profesor, parlemen perempuan, dan sebagainya 
bahwa dalam hal ini mereka mendapatkan bagian dalam proses 
berkuasa baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam 
proses pembuatan kebijakan publik.  
Menurut Myron Wiener sifat partisipasi sukarela bukanlah 
paksaan, termasuk partisipasi perempuan politik oleh komunitas politik 
perempuan. Secara intrinsik ialah menggali dan memberdayakan 
potensi perempuan. Perempuan perlu mengaktualisasikan dirinya 
dengan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik maupun dalam 
kehidupan publik. Perempuan perlu menempati posisi dalam lembaga 
politik agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan 
keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga akan 
berlaku bagi perempuan.  
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Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki namun 
partisipasi perempuan dalam kegaitan politik serta kesempatan dan 
kemampuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan 
menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Hal ini dapat dilihat 
dari jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif 
maupun yudikatif.  
E. Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa 
Peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa 
ditunjukan dalam keterlibatan mereka secara langsung atau tidaknya 
dalam pemerintahan desa, dan  lembaga kemasyarakatan yang 
dibentuk oleh pemerintah desa.   
Adapun undang-undang yang menjelaskan tentang 
Pemerintahan Desa terdapat pada Undang-undang No.16 Tahun 2014 
Tentang Desa pasal 1 (ayat 3), dan pasal 62 
Pasal 1  
(3) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 




Perangkaat Desa terdiri atas: 
a. sekretaris Desa; 
b. pelaksana kewilayahan; dan 
 


































c. pelaksana teknis. 
Pasal 49 
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas 
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
(2) Perangkat Desa sebgaiman dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 
Kepala Desa setelah  dikonsultasikan dengan Camat atas nama 
Bupati/Walikota. 
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa 




(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan  Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
Kepala Desa berwenang:  
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa 
c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa 
d. menetapkan peraturan Desa 
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
f. membina kehidupan masyarakat Desa 
 


































g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa 
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 
Desa 
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa 
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan 
negara guna  meningkatkan kesejahteraan Desa 
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa   
l. memanfaatkan teknologi tepat guna 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif 
n. mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum  untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan  dan  
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Badan Permusyawaratan Desa 
Pasal 55 
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa; 
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa 
 




































Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak; 
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; 
d. memilih dan dipilih; dan 
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa.32  
Dengan adanya penjelasan diatas  mengenai tugas dan wewenang 
perangkat desa  dan BPD merupakan peranan yang harus dilakukan oleh 
perempuan yang saat ini menjabat dan ikut terlibat dalam pemerintahan 
desa Langkap. Jika peranan yang sudah dijelaskan diterapkan dalam 
pemerintahan desa, maka secara otomatis keterlibatan seorang perempuan 
dalam pemerintahan desa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, serta 
secara perlahan membangun kemajuan desa Langkap kedepannya. 
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Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis 
dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud 
mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas 
masalah yang sedang di teliti33 . Adapun metode penelitian dalam skripsi 
ini meliputi:  
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
misalnya perilaku, cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 
suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi 
Kasus yang berjudul Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa (Studi 
Kasus di Desa Langkap) merupakan penelitian kualitatif-studi kasus. 
Penelitian Studi Kasus merupakan pendekatan kualitatif yang 
penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas 
kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), 
melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan 
beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: 
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pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen berbagai 
laporan), dan melaporkan deskrupsi kasus dan tema kasus.34 
Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan menggunakan jenis kualitatif-studi kasus. Karena metode dan jenis 
ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi yang akan diteliti  nantinya. 
Penelitian ini akan dilakukan di desa Langkap. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu 
penelitian. dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi sesuai dengan 
judul yaitu Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa (Studi Kasus di 
Desa Langkap) yang beralamatkan di Desa Langkap Kecamatan Burneh 
Kabupaten Bangkalan.  
Peneliti mengambil di lokasi tersebut karena a). keterlibatan 
perempuan yang lebih banyak dari desa lainnya di Burneh karena di desa 
lainnya dominan lelaki yang terlibat, perempuan ada yang terlibat namun 
tidak begitu banyak b). Ingin mengetahui seberapa pentingnya dampak 
seorang perempuan jika terlibat dalam pemerintahan desa, karena 
kebanyakan perempuan desa terikat akan hukum adat yang membatasi 
gerak mereka. c). adanya keterbukaan dari pihak pemerintah desa untuk 
memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilakukan d). karena 
lokasi penelitian lebih dekat dengan tempat tinggal peneliti.  
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C. Pemilihan Informan 
Informan adalah mereka yang dapat memberikan keterangan atau 
informasi tentang fenomena/ permasalahan yang berhubungan dengan 
penelitian. Menurut Patton pemilihan informan pada penelitian kualitatif 
sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, Patton menyebutnya dengan 
purposeful sampling, yakni memilih kasus yang informatif (information-
rich cases) berdasarkan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan 
sebelumnya oleh peneliti, dan jumlah informan tergantung pada tujuan dan 
sumberdaya studi yang diambil.35 Adapun informan dalam penelitian ini 
diantaranya: 
a. Internal Pemerintahan 
1. H.Moh Jupri 
2. Moh Taufiq Huseinullah 
3. Supriyadi 
4. Moh Hamed 
5. Siti Sulihah 
6. Siti Ariska 
7. Karimah 
b. Eksternal Pemerintahan 
1. Tokoh Agama 
2. Tokoh Masyarakat 
3. Tokoh Perempuan  
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D. Teknik Pengumpulan Data  
  Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan (field 
research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 
pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data 
primer. adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
a. Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu 
objek. Observasi digunakan untuk menjabarkan penelitian melalui 
pengamatan. Melalui metode ini, peneliti menilik masalah yang 
berkaitan dengan pokok pembahasan yang diambil oleh peneliti. Untuk 
melihat realitas langsung mengenai peran perempuan di ranah 
pemerintahan di desa Langkap. Observasi digunakan untuk 
mendapatkan data yang relevan sesuai dengan judul yang diambil oleh 
peneliti, dan data tersebut didapatkan dari lapangan dengan melakukan 
survei langsung ke lapangan.  
b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan sehingga terjadi 
tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang 
bersangkutan. tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan 
informasi yang tepat dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur 
 


































(struktured interview) dan wawancara tidak terstruktur (unstructured 
interview). Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman 
wawancara yang telah tersusun pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 
berkaitan dengan  peran perempuan dalam pemerintahan di desa 
Langkap. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam peneliti 
mengajukan pertanyaan diluar dari pedoman wawancara, namun masih 
berhubungan dengan topik penelitian. peneliti juga merekan hasil 
wawancara dengan recorder Smartphone. Wawancara digunakan untuk 
mendapatkan data yang real dari narasumber yang mengerti dalam hal 
tersebut dan data tersebut di dapatkan dari orang atau narasumber yang 
jelas seperti kepala desa dan tokoh di desa tersebut.  
Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan 
recording/rekaman dengan handphone serta video saat wawancara 
dengan narsumber.    
c. Studi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 
dan tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. Dokumen membuat hasil dari wawancara 
atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel. Dokumentasi yaitu 
sebuah teknik yang akan penulis lakukan untuk mendapatkan data 
sekunder serta informasi dengan cara mencatat atau mengumpulkan 
berbagai dokumen atau mengambil gambar dari sebuah peristiwa yang 
berkaitan dengan subjek penelitian berupa foto-foto, buku, internet, 
karya ilmiah, serta peraturan-peraturan yang berkaitan pada topik 
 


































penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang 
relevan, real dari sebuah peristiwa yang terjadi saat dilapangan, dan 
data didapatkan dari hasil observasi dilapangan.   
E. Teknik Analisis Data  
Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan secara 
deskriptif analitis, dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 
reduksi data, tahapan kedua ialah penyajian dan interpretasi, serta 
tahapan terakhir yakni penyimpulan data.36 
Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, analisis data 
dapat dilakukan melalui 4 tahapan alur yakni37:   
a. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data mencari, mencatat, dan mengumpulkan 
semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi 
dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai 
bentuk data yang ada di lapangan.   
b. Reduksi Data 
Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak 
perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
                                                                 
36
 Norman K. Denzim, dan Yvonna S.Lincoln, 2009, Handbook of Qualitative  Research, Pustaka 
pelajar, Yogyakarta, hml. 591-592.  
37
 Milles,Mattew B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber tentang 
Metode-metode baru. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 2007.hml.16-19.  
 


































peneliti untum melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 
mencarinya bila diperlukan.    
c. Display/Penyajian Data 
Menurut Miles dan Huberman yang paling sering 
digukanan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 
dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-
data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data 
disajikan dalam bentuk narasi berupa Peran Perempuan Dalam 
Pemerintahan Desa Di Desa Langkap Kecamatan Burneh 
Kabupaten Bangkalan.  
d. Pengambilan Keputusan 
Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, kerena 
masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 
bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di 
lapangan.  
Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan 
langkah-langkah seperti diatas, kemudian ditarik kesimpulan 
 


































secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang  
berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh 
kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian 
diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan 
display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak 
menyimpang dari permasalahan penelitian.   
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat 
kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa 
dipertanggung jawabkan kebenarannya.  Menjelaskan bahwa untuk 
pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 
obyektivitas (confirmability).  
Agar data dalam penelitian kualitatif dapat 
dipertangungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan 
uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat 
dilaksanakan yakni dengan uji Confirmability. Uji objektivitas 
pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 
penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil 
penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian 
kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang 
dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil 
penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 
maka penelitian tersebut telah memenuhi standart confirmability.  
 


































Validitas atau keabsahan sata adalah data yang tidak 
berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang 
terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan 
data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.  
Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti 
menggunakan trianggulasi untuk melakukan pemeriksaan 
keabsahan data. Teknik trianggulasi merupakan teknik 
pemeriksaan data yang menggunakan data-data terkait denagn 
realita yang didapatkan. trianggulasi data ini diaplikasikan denagn 
cara mengkorelasikan hasil wawancara yang diperoleh dengan data 
dokumentasi.38 
  
                                                                 
38
 Lexy J.Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya.2009). 
hml.324-220. 
 





































A. Gambaran Lokasi Penelitian 
 Desa Langkap adalah salah satu desa di Kecamatan Burneh, 
Kabupaten Bangkalan provinsi Jawa Timur. Desa Langkap sendiri 
memiliki sepuluh dusun diantaranya, dusun Du‟ur, dusun Kampung 
Agung, dusun Grunggungan, dusun Blumbang, dusun Langkap timur, 
dusun Langkap barat, dusun Kangenan timur, dusun Kangenan barat, 
dusun Tebbanah, dusun Griya Utama. Desa Langkap ini sebelah utara 
berbatasan dengan desa Burneh, sebelah selatan bersebelahan dengan desa 
Jambu, sebelah timur desa timur lorong dan dekat dengan tangkel jalan 
alternetif ke suramadu, sebelah barat berbatasan dengan desa Bangkalan. 
Desa Langkap ini merupakan desa yang dikelilingi pondok pesantren, 
sejauh ini ada empat pondok pesantren di desa Langkap. Pondok pesantren 
Darul Hikmah tepatnya di dusun Du‟ur sebelah timur Balai desa, pondok 
pesantren Kanzul Ulum berada di sebelah selatan Balai desa di dusun 
Du‟ur, pondok pesantren Mambaul Hikam berada di Kebun sari dusun 
Langkap barat, pondok pesantren Darussalam berada di dusun Langkap 
timur.  
Desa Langkap ini terkenal akan produk unggulan mereka yaitu 
“kripik melinjo” sebagian ibu rumah tangga memproduksi kripik melinjo 
di rumah mereka masing-masing. Desa Langkap kecamatan Burneh ini 
 


































merupakan desa yang terbilang cukup strategis karena tempatnya berada di 
tengah-tengah alternatif ke Suramadu-Bangkalan kota. Selain itu, desa 
Langkap ini merupakan desa yang berdekatan dengan Pasar Baru dimana 
pusat perbelanjaan dari beberapa desa selain warga Langkap sendiri 
diantaranya, warga desa Jambu, Rabesen, Parseh, Tunjung, Benangkah, 
Arok banyak yang mendatangi pasar baru tersebut untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. 
1. Geografis Desa Langkap 
Luas wilayah desa Langkap adalah 188.645Ha dengan jumlah 
penduduk laki-laki 4.977, perempuan 4.771, total 9748 dengan jumlah 
KK 1.957. Desa Langkap terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan kadus 
karena mengalami pemekaran akibat pesatnya perkembangan 
penduduknya. Karena termasuk desa yang strategis berada di tengah 
menuju kota maka ada 4 (empat)  perumahan yang di bangun di desa 
Langkap. 2 (dua) perumahan guru,  perumahan griya mutiara, dan 
perumahan griya utama. Terdapat juga pertanian di desa Langkap 
yang sekarang dijadikan Agro Edu Wisata Bang Jani yang saat ini 
dikelola oleh pemerintah desa. Bang Jani tersebut selain dijadikan 
tempat wisata juga sebagai tempat belajar bagi anak-anak tentang 
pertanian, mengenal tumbuhan dan cara bercocok tanam, pemandu 
akan menjelaskan kepada para wisatawan.  
Batas-batas wilayah: 
Sebelah utara  : desa Burneh  
 


































Sebelah timur  : desa Burneh 
Sebelah barat   : desa Bangkalan 
Sebelah selatan : desa Jambu 
 
2. Pendidikan Masyarakat  
Pendidikan masyarakat di desa Langkap dulu hanya sampai 
sekolah dasar (SD) bahkan ada yang belum tamat. Bagi yang mampu 
mereka bisa sekolah sampai sekolah menengah pertama (SMP) tidak 
banyak yang melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor adat 
pernikahan dini bagi perempuan. Sedangkan bagi yang lelaki banyak 
yang langsung bekerja setelah lulus sekolah.    
Namun dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman 
sekarang kebanyakan pendidikan masyarakat Langkap hanya sampai 
sekolah menengah atas (SMA) hanya beberapa yang melanjutkan ke 
perguruan tinggi (S1) dikarenakan faktor ekonomi serta kebanyakan 
dari mereka ingin langsung bekerja membantu menafkahi keluarganya. 
 


































Berikut data menurut statistik lembaga pendidikan di desa Langkap 
diantaranya:  
 




































































































































































































































































































3. Ekonomi Masyarakat  
 Di desa Langkap masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai 
pangkas rambut baik di desa Langkap sendiri ataupun merantau bagi 
yang laki-laki. Ada juga sebagian warga yang bekerja diluar negeri 
seperti pelayaran bagi laki-laki, menjadi TKW laki-laki dan perempuan 
, juga ada sebagian yang bekerja di pemerintahan bagi laki-laki dan 
perempuan.  
Ada yang sebagai guru baik laki-laki maupun perempuan, dan 
bagi ibu rumah tangga, ada yang hanya mengurus keluarga dan ada juga 
yang bekerja dirumah seperti memproduksi kripik melinjo. Petani 
hanya beberapa saja karena tidak semua masyarakat memiliki sawah. 
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 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan,2018 
 


































4. Sosial Budaya Masyarakat Langkap 
Masyarakat di desa Langkap sendiri terkenal ramah terhadap 
sesama, memiliki rasa toleransi yang tinggi, masih melestarikan tradisi 
budaya seperti tahlilan, pengajian rutin, selapanan, ater-ater kerumah 
tetangga saat hari raya idul fitri dan idul adha, dan tradisi lainnya. 
Desa Langkap meskipun Madura namun tidak lumrah dengan yang 
namanya “Carok” sangat jarang sekali di desa Langkap dengan adanya 
carok. Adapun menurut ustadz Rusdi selaku tokoh masyarakat 
menyatakan bahwa 
Seluruh masyarakat Langkap mayoritas beragama islam. Rata-
rata masyarakatnya  menganut ajaran Nahdlatul ulama, 
sebagaian juga ada yang ajaran Muhammadiyah, dan ada juga 
beberapa yang ajaran islam wahidiyah namun biasanya ketika 
kepala desa dan tokoh ulama mengetahui ada ajaran yang 
menyimpang agama islam maka akan dibubarkan dari desa 
Langkap agar tidak menjadi benalu di Langkap.40  
   
41 
  
                                                                 
40
 Wawancara dengan Moh. Rusdi, selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 26 Mei 2021. 
41
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa Langkap tahun 2018-2023. 
 


































5. Struktur Pemerintahan Desa 
Tabel 1.7 
Lampiran Keputusan  Kepala Desa Langkap Periode 2018-2023 
Susunan Keanggotaan Perangkat Desa Langkap 
No Nama Jabatan Tempat/tgl 
lahir 
Pendidikan 
1 2 3 4 5 







2 Riski Supriyadi Sekretaris Desa Bkl, 05-03-
1990 
S1 
3 Rusdiyanto Kasi Pemerintahan Bkl, 29-06-
1975 
SMA 





5 Nur Fajar.R Kasi Pelayanan Bkl, 14-06-
1983 
S1 
6 Budi Fasihul.L Kaur Umum Bkl, 05-10-
1994 
SMA 
7 Moh. Jasuli Kaur Keuangan Bkl, 05-05-
1980 
SMA 
8 Siti Sulihah Kaur Perencanaan Bkl, 13-01- S1 
 



































9 St.Mahsusiyah Kepala Dusun Du‟ur Bkl, 11-08-
1998 
SMA 
10 Karimah  Kepala Dusun Tebbenah Bkl, 02-02-
1981 
SMK 






























17 Syaiful Rahman Kadus Blumbang Bkl, 15-06-
1960 
SI 










































Susunan Keanggotaan BPD Desa Langkap Periode 2019-2024.42 
No Nama Jabatan Tempat/ tgl lahir 
1 Moh. Taufiq Huseinullah Ketua BPD  BKL, 16-07-
1963 
2 Mohammad Syofii Wakil Ketua BPD  BKL, 17-03-
1969 
3 Amiruddin Sekretaris BPD  BKL, 14-08-
1985 
4 Badrut Tamam Ketua Bidang 
Penyelenggaraan 




5 Mohammad Hadi Anggota BPD BKL, 21-06-
1996 
6 Mufarrohah Anggota BPD  BKL, 28-05-
1989 
7 Syaiful Rachman Ketua Bidang 





8 Siti Ariska Anggota BPD  BKL, 11-01-
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 SK Pemerintahan Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan 
 



































9 Moh Yusuf Anggota BPD  BKL, 29-03-
1971 
 
B. Profil Informan 
Informan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan 
orang yang memang mengerti tentang hal tersebut sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. Adapun informan dalam penelitian ini adalah 
orang yang berada di internal pemerintahan desa Langkap sendiri 
diantaranya  
1. Nama  : H. Moh Jupri 
Usia  : 54 tahun 
Jabatan  : Kepala Desa Langkap 
Aktivitas : Kegiatan setiap hari bekerja di balai desa, 
melayani kebutuhan   masyarakat, yang mengerti 
tentang desa Langkap, terlibat dalam struktur 
pemerintahan desa sehingga layak menjadi 
informan.   
2. Nama  : Moh. Taufiq Huseinullah  
Usia  : 58 tahun 
Jabatan  : Ketua BPD  
Aktivitas : Kegiatan setiap hari bekerja di balai desa, 
melayani kebutuhan masyarakat, terlibat dalaam 
 


































struktur pemerintahan desa sehingga layak menjadi 
informan. 
3. Nama  : Supriyadi 
Usia  : 32 tahun  
Jabatan  : Sekretaris desa  
Aktivitas : kegiatan setiap hari bekerja di balai desa, melayani 
kebutuhan masyarakat, terlibat dalam struktur 
pemerintahan desa sehingga layak menjadi 
informan.   
4. Nama  :Siti Sulihah  
Usia  : 38 tahun  
Jabatan  : Operator Desa  
Aktivitas : kegiatan setiap harinya bekerja di balai desa, 
mengurus semua kegiatan keperluan desa, salah satu 
perempuan yang terlibat dalam struktur 
pemerintahan desa sehingga layak menjadi 
informan.  
5. Nama  : Siti Ariska  
Usia  : 25 tahun  
Jabatan  : Anggota BPD  
Aktivitas : Kegiatan setiap harinya bekerja di balai desa, 
menjalankan tugas sebagai anggota bpd, salah satu 
perempuan yang terlibat dalam struktur 
 


































pemerintahan desa sehingga layak menjadi 
informan. 
6. Nama  : Karimah  
Usia  : 40 tahun  
Jabatan  : Kadus Tebbanah  
Aktivitas : Kegiatan setiap harinya bekerja di balai desa, 
menjalankan tugas sebagai kadus, salah satu 
perempuan yang terlibat dalam struktur 
pemerintahan desa sehingga layak menjadi 
informan. 
7. Nama  :Moh Hamed  
Usia  : 45 tahun  
Jabatan  : Kadus Langkap Timur  
Aktivitas : Kegiatan setiap harinya bekerja di balai desa 
karena terlibat dalam struktur pemerintahan desa 
sehingga layak menjadi informan dalam penelitian.  
Sedangkan informan di eksternal pemerintahan diantaranya 
1.  Nama  : H.Muhdlori Arrahman  
Usia  : 48 tahun  
Jabatan  : Tokoh Agama di desa Langkap 
Aktivitas : Aktivitas sehari-hari mengajar di Pondok 
pesantren Kanzul Ulum dan sebagai tokoh di 
masyarakat, terkadang ketika ada kegiatan beliau di 
 


































undang ke balai desa untuk menghadiri rapat 
sebagai penasehat yang diminta pendapat mengenai 
aturan agama oleh kepala desa sehingga layak 
menjadi informan. 
2. Nama  : Moh. Rusdi  
Usia  : 40 tahun  
Jabatan  : Tokoh Masyarakat di desa Langkap  
Aktivitas : Aktivitas sehari-hari mengajar di pondok pesantren 
Alhikam, sekaligus tokoh masyarakat, ketika ada 
masalah dengan warga maka aparat desa akan 
menanyakan pendapat beliau diajak musyawarah 
untuk mengambil keputusan sehingga beliau layak 
menjadi informan dalam penelitian. 
3. Nama  : Khusnul Khotimah  
Usia  : 40 tahun  
Jabatan  : Tokoh Mayarakat Perempuan  
Aktivitas : Aktivitas setiap harinya sama-sama mengajar di 
Pondok Pesantren, karena merupakan anak dari alm. 
ustad asfani selaku tokoh ulama dan pendiri desa 
Langkap terdahulu dan ketika mulai ada keterlibatan 
perempuan di pemerintahan desa maka nasehat 
beliau juga sering dipertimbangkan dari keluhan 
 


































masyarakat kemudian disampaikan ke perangkat 
desa sehingga layak menjadi informan. 
C. Perempuan Desa Langkap  
Dengan perubahan waktu dan zaman yang sudah modern 
(emansipasi wanita), budaya perempuan disana juga sedikit berubah 
yang sebelumnya perempuan desa hanya bekerja dirumah namun 
sekarang berbeda, perempuan desa mulai memecahkan pemikiran 
bahwa perempuan juga bisa seperti seorang lelaki karena mereka 
menginginkan perubahan bagi kaum perempuan yang dapat 
mengembangkan kualitas mereka, keinginan serta kemampuan mereka 
dengan mengekspresikan diri dengan bekerja diluar rumah seperti mulai 
berani bekerja menjadi TKW luar negeri, Guru, bekerja di 
pemerintahan juga, semua itu tidak lepas atas izin dari suami dan 
keluarga mereka.  
Menurut H. Moh Jupri selaku kepala desa Langkap saat 
wawancara menyatakan bahwa  
Meskipun perempuan bekerja diluar, akan tetapi mereka 
tidak melupakan kodrat  sebagai seorang perempuan yaitu 
tanggungjawab mengurus rumah tangga. Seperti kita 
ketahui budaya yang melekat pada perempuan di desa 
Langkap ini yang menjadikan seorang lelaki sebagai 
pemimpin mereka baik dirumah maupun pemimpin desa. 
Akan tetapi, memang tidak semua perempuan di desa 
Langkap yang merubah pemikiran mereka tentang 
emansipasi wanita, namun sudah banyak perempuan yang 
mulai menyadari dan bangkit dari pemikiran kuno yang 
tidak bisa memberikan keleluasaan bagi mereka untuk 
berekspresi. Saat ini perempuan di desa Langkap sudah 
banyak berkembang mulai dari pendidikan, pengetahuan, 
serta kemampuan yang mereka miliki, dengan harapan 
 


































kedepannya perempuan yang lain dapat mengikuti jejak 
perempuan yang sudah mulai aktif berpartisipasi dan 
menunjukkan kemampuan yang mereka miliki dalam 
dirinya.43  
 
Perempuan di desa Langkap pada umumnya, mereka cenderung 
mengikuti budaya yang ada di lingkungannya. mereka sangat takdzim 
terhadap aturan agama serta tradisi yang mana aturan tersebut didukung 
oleh penuturan tokoh ulama di desa tersebut. 
Perempuan disana patuh terhadap budaya dimana yang 
mengharuskan mereka untuk bekerja dirumah saja karena 
sebelumnya pemikiran orang terdahulu menganggap bahwa 
seorang perempuan hanyalah makhluk yang lemah, dan perempuan 
itu dianggap nomor dua dibawah lelaki, karena lelakilah yang 
memimpin mereka.44 
 
Pemikiran dan budaya yang melekat pada masyarakat tentang 
bagaimana seorang perempuan itu harus bekerja dirumah saja. Akan 
tetapi sejauh ini sudah mulai terkikis perlahan dengan adanya 
keterlibatan dan partisipasi perempuan diranah pemerintahan desa.    
  
                                                                 
43
 Wawancara dengan H.Moh Jupri, selaku Kepala Desa Langkap, pada tanggal 25 Mei 2021 
44
 Wawancara dengan H.  Muhdlori Arrahman, selaku  tokoh agama , pada tanggal 1 Juni, 2021   
 




































A. Peran Perempuan Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Langkap 
Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan 
seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 
kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan 
secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah 
(public policy).45 Perempuan di desa Langkap saat ini sudah mulai 
menerapkan partisipasi politik di lingkungan mereka dengan ikut berperan 
dan terlibat dalam struktur pemerintahan desa. Secara tidak langsung 
dengan keterlibatan mereka akan mempengaruhi kebijakan pemerintah 
desa yang berkaitan dengan pemberdayaan kaum perempuan.   
Seorang perempuan di desa Langkap dikatakan mahluk yang 
lemah, dan hanya memiliki peran sebagai seorang makmum. Pada awalnya 
perempuan hanya mampu memendam kemampuan dalam diri mereka, 
akan tetapi mulai mengeskpresikan diri semenjak adanya perdebatan dan 
himbauan dari ibu kepala desa sekaligus ketua PKK agar perempuan juga 
diizinkan untuk memilih jalan mereka sesuai kemampuan yang mereka 
miliki. Meskipun awalnya bertentangan dengan budaya dan anjuran dari 
para tokoh ulama di sekitar desa Langkap bahwa seorang perempuan 
menjadi makmum dan tidak diperbolehkan bekerja diluar dikarenakan 
kodrat mencari nafkah itu seorang suami. Namun, kini pemikiran dan 
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anjuran tersebut terkikis oleh zaman modern yang menyamakan posisi 
perempuan sama dengan lelaki baik dalam hak maupun jabatan selagi 
perempuan itu memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Dengan 
adanya pertentangan pendapat dari pihak tokoh ulama dan ibu kepala desa 
yang menginginkan perubahan bagi perempuan, maka diadakan 
musyawarah bersama dengan menunjukkan Undang-undang yang 
memperbolehkan perempuan terlibat dalam pemerintahan serta dengan 
memberikan contoh bahwa perempuan juga mampu berpartisipasi dalam 
pemerintahan dengan mencontohkan mantan presiden ibu Megawati yang 
pernah memimpin negara Indonesia.  
Dengan begitu masih banyak pertimbangan dan pada akhirnya 
diperbolehkan seorang perempuan terlibat di ranah pemerintahan dengan 
syarat pekerjaan tersebut tidak menjadikan mereka mudorot, harus atas 
izin keluarga dan tidak melupakan kodrat mereka sebagai seorang istri 
yang memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Semenjak itu perempuan 
sudah mulai melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk 
mengejar cita-cita yang diharapkan. 
 
Menurut bapak Moh Taufiq selaku ketua BPD menyatakan bahwa  
peran perempuan di pemerintahan desa Langkap ini 
berjalan dengan baik karena saat ini operator desa adalah 
seorang perempuan yang mengurus dan membantu 
memajukan pembangunan desa Langkap ada campur 
tangan perempuan didalamnya yang telaten mengajak 
perangkat desa lainnya untuk aktif dalam kegiatan supaya 
desa Langkap berkembang. tidak hanya operator desa yang 
perempuan, kasi pelayanan, anggota BPD dan kadus juga 
ada yang perempuan yang terbilang muda mereka para 
 


































perempuan saya rasa kompak bekerjasama dalam 
mengerjakan tugasnya.46 
 
Peran perempuan di pemerintahan desa ini membantu mendorong 
kemajuan pembangunan desa sendiri karena perempuan juga memiliki 
kemampuan yang sama dengan lelaki. Di desa Langkap perempuan 
memiliki tugas dan menjalankan sesuai dengan perannya masing-
masing. Meskipun tidak semua perempuan paham akan politik dan ikut 
berpartisipasi didalamnya akan tetapi sudah mulai ada perkembangan 
bagi kemajuan pembangunan desa.   
  
Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang politik merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pandangan seseorang 
terhadap politik itu sendiri. Pengetahuan tentang politik sangat penting 
diberikan, karena banyak yang berasumsi bahwa politik itu kotor, politik 
itu hanya tentang kecurangan saja, namun tidak banyak juga dari sekian 
orang yang menganggap bahwa politik tidak hanya urusan kekuasaan 
dan kecurangan melainkan juga sebagai pandangan serta pegangan, ilmu 
bagi mereka untuk melakukan kegiatan mereka.  
Minimnya pengetahuan tentang politik ini merupakan suatu 
penghambat partisipasi dan keterlibatan bagi masyarakat khususnya 
seorang perempuan. Rata-rata perempuan menganggap bahwa politik itu 
hanya diperuntukkan bagi kaum lelaki saja sangat minim perempuan ikut 
berpartisipasi di dalamnya. Namun pemikiran mereka sangatlah 
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berbanding terbalik dengan kondisi sekarang pasalnya, tidak jarang 
perempuan ikut berpartisipasi dan terlibat dalam politik contohnya, 
Presiden, anggota parlemen, menteri, Gubernur, Walikota.  
Selain faktor kurangnya pengetahuan tentang politik, lingkungan 
merupakan suatu tempat yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir  
maupun perilaku masyarakatnya. Lingkungan merupakan suatu 
pergaulan yang memiliki peran sangat penting dalam mendorong 
ataupun menghambat tindakan seseorang dalam hal apapun baik dalam 
partisipasi politik bahkan dalam kehidupan mereka sekalipun. Tidak 
menutup kemungkinan bahwa dalam partisipasi politik adanya 
lingkungan secara tidak langsung ikut serta dalam pembentukan suatu 
karakter seseorang dalam menyikapi kegiatan politik sesuai dengan yang 
diterapkan oleh lingkungan sekitar mereka. 
Pada kehidupan masyarakat Langkap lingkungan yang banyak 
para tokoh agama dan  pondok pesantren H. Muhdlori Ar selaku salah 
satu tokoh agama di desa Langkap menuturkan bahwa  
Pada zaman dulu mereka menerapkan aturan tidak tertulis 
jika  seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja 
diluar rumah bahkan di ranah politik dan menerapkan 
ajaran  sesuai dengan ayat al-qur‟an bahwa seorang lelaki 
merupakan pemimpin bagi seorang perempuan. Tetapi 
tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang bahwa 
perempuan memiliki skil yang sama dengan lelaki, 
perbedaanya hanya di jenis kelamin saja.47 
 
Dengan begitu perempuan terikat akan hukum adat yang  sudah 
berlangsung lama dan  juga karena faktor kurangnya pemahaman tentang 
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politik yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik bagi perempuan 
itu sendiri. Akan tetapi menurut ustadz Rusdi selaku tokoh masyarakat di 
desa Langkap menyatakan bahwa  
Setelah adanya emansipasi wanita, kini perempuan di desa 
Langkap sudah banyak yang mulai ikut berpartisipasi 
dalam hal apapun, dapat dikatakan perempuan bangkit dari 
zaman yang mengekang mereka, baik bekerja diluar rumah, 
mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, mengejar cita-
cita mereka dengan kemampuan yang mereka miliki, 
menurut saya itu sudah bagus. Mengenai budaya saya kira 
sekarang sudah tidak terlalu dipermasalahkan disini karena 
kepala desa juga menginginkan kesejahteraan  bagi 
perempuan jadi tidak menghalangi apa yang ingin dicapai 
oleh mereka selama perempuan itu masih bisa menjaga 
kodratnya sebagai perempuan, misalnya yang sudah 
berkeluarga mereka tidak meninggalkan kewajiban sebagai 
seorang istri dan ibu maka itu menurut saya sah-sah saja.48  
 
Selain itu, faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi dan  
pengetahuan tentang politik bagi perempuan dikarenakan kesibukan 
mereka sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Setiap harinya mereka 
mengurus kebutuhan keluarga mereka sehingga tidak terlalu 
memperhatikan perkembangan politik dan tidak begitu tertarik akan hal 
tersebut, itulah yang menyebabkan para perempuan minim akan 
pengetahuan.  
Perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam 
pemerintahan. Seperti yang kita pahami bahwa peran perempuan dalam 
pemerintahan ini ikut terlibat dalam perencanaan, penyusunan, 
mengikuti rapat dalam pengambilan keputusan bersama, memiliki peran 
dalam pemberdayaan masyarakat (khusus perempuan). Sedangkan 
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menurut ibu Ariska selaku anggota BPD di desa Langkap menyatakan 
bahwa 
Tidak hanya peran itu saja yang dijalankan oleh perempuan namun 
perempuan juga ikut mengkritik, menegur rekan kerja atau kepala 
desa jika tidak sesuai dengan yang diharapkan, memberikan 
pendapat, sebagai tempat sharing  pendapat mengenai keputusan 
yang akan diambil dalam suatu kebijakan yang akan direalisasikan, 
sebagai pengurus atau pengelola dalam setiap kegiatan karena 
memang keterlibatannya sangat dibutuhkan dalam pemerintahan.49 
 
Perempuan di pemerintahan desa ini ikut serta dalam membahas 
peraturan desa seperti saat perencaan adanya pendirian BUMDES (badan 
usaha milik desa) perempuan ikut telibat membahas peraturan tersebut.  
Mengajukan usul rancangan peraturan desa seperti mengusulkan aturan 
tentang pendirian BUMDES serta pengelolaan simpan pinjam bagi 
masyarakat Langkap agar membantu perekonomian warga. 
Menyampaikan pendapat tentang aspirasi keinginan masyarakat seperti 
masyarakat menginginkan bantuan dibagi rata bagi yang tidak mampu 
karena memang sangat dibutuhkan, masyarakat juga menginginkan 
pengelolaan Agro Edu Wisata Bang Jani terus dilestarikan sebagai 
tempat wisata sekaligus tempat belajar tentang pertanian bagi anak-anak 
dan masyarakat lainnya yang belum atau kurang mengerti tentang 
pertanian dan perempuan menyampaikan keinginan tersebut saat rapat 
kepada semua aparat desa serta kepala desa.  
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat seperti saat ada 
keluhan warga mendatangi balai desa dan menyampaikan keluhannya 
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kemudian ditampung dan dibahas saat ada pertemuan demi tercapainya 
aspirasi masyarakat. Menyetujui peraturan desa yang dibuat seperti saat 
adanya rencana pendirian BUMDES perempuan juga ikut menyetujui 
rencana tersebut. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa 
maksudnya ketika kepala desa melakukan kesalahan dalam hal yang 
dilakukan maka perempuan tersebut seperti operator desa atau kasi akan 
menegur beliau agar diperbaiki kedepannya demi kemaslahatan bersama. 
Selain itu perempuan dipercaya mengurus dan mengelola setiap acara 
karena perempuan dianggap lebih cekatan, lebih mendetail dalam 
mempersiapkan semua kegiatan yang ada.  
Peran perempuan dalam pemerintahan desa menurut Siti Sulihah 
selaku operator desa Langkap menyatakan bahwa  
perempuan memiliki peran di pemerintahan desa dalam 
pembangunan desa mulai dari perencanaan, pembuatan, 
pelaksanaan, serta yang menjalankan kebijakan tersebut 
perempuan ikut berperan didalamnya. Bukan hanya sekedar 
berperan melainkan sudah dijelaskan dalam Undang-
undang no.6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa 
perempuan disini dibutuhkan untuk keberhasilan 
pemerintahan desa. Selain itu, secara tidak langsung ketua 
PKK di desa Langkap adalah istri kepala desa sendiri dan 
perempuan yang terlibat dalam struktur pemerintahan desa 
memiliki peran masing-masing sesuai dengan tugasnya.50  
 
Mengenai peranan dan keterlibatan perempuan apakah sudah 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan?  jawabannya menurut ibu 
khusnul khotimah selaku tokoh masyarakat perempuan menyatakan bahwa 
Bisa dikatakan sudah mulai berjalan dengan baik karena dengan  
adanya keterlibatan perempuan didalam pemerintahan desa sangat 
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membantu masyarakat dalam hal apapun kerena lebih mudah dan 
mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat kecil, lebih tepatnya 
warga khususnya perempuan tidak sungkan untuk menyampaikan 
keluh kesah, keinginan serta meminta bantuan. Adanya perempuan 
ini menurut saya sangat berpengaruh sekali terhadap pembangunan 
desa karena membantu mensejahterakan perempuan lainnya demi 
kelangsungan kemajuan desa juga.51  
 
Perempuan saat ini memang bisa dikatakan sudah aktif dalam 
berpartisipasi dalam pemerintahan karena sudah terlibat didalamnya dan 
juga melakukan tugasnya, namun ada hambatan yang dialami oleh 
perempuan dalam hal tersebut menurut bapak Moh Taufiq selaku ketua 
BPD menyatakan bahwa 
Mungkin saya rasa hambatan yang dialami perempuan lebih 
tepatnya kendala saat ini adalah lebih ke keluarga karena sebelum 
perempuan berangkat ke kantor balai desa mereka harus sudah 
selesai mengurus kebutuhan keluarganya, mengurus suami, anak 
dan kebutuhan lainnya, belum lagi ketika suaminya memberikan 
wejangan jika harus sudah berada dirumah sekitar jam 12.00 
sebelum anak mereka pulang sekolah, itu yang membuat 
perempuan kurang leluasa dan seperti kendala bagi mereka, namun 
sejauh ini mereka bertanggungjawab atas tugasnya. Masyarakat 
Langkap khususnya perempuan saat ini mereka banyak yang mulai 
mengenyam pendidikan lebih tinggi karena ingin mengejar cita-cita 
yang mereka inginkan.52  
 
Perempuan memiliki hambatan dalam menjalankan peran dan 
tugasnya baik yang bekerja di pemerintahan maupun bekerja ditempat 
lainnya. Hambatan yang dialami seorang perempuan yakni izin dari pihak 
keluarga dan suami serta masih mengurus kebutuhan rumah tangga terlibih 
dahulu sebelum mereka beraktivitas dalam pekerjaan.    
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran perempuan 
dalam pemerintahan diantaranya: 
1. Ikut terlibat dalam perencanaan, penyusunan, Juga terlibat dalam 
pelaksanaan pembangunan desa. 
2. Perempuan juga berperan mendorong pembangunan desa ikut aktif 
terjun langsung dalam pemberdayaan perempuan. 
3. perempuan juga berperan dalam kemerataan kesejahteraan 
masyarakat. 
4. Perempuan juga berperan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
5. Selain itu, perempuan juga berperan sebagai pengkritik, penegur bagi 
kepala desa dan rekan kerja, sebagai pelengkap mengurus setiap ada 
kegiatan di balai desa karena perempuan dianggap lebih mendetail 
dalam mengurus hal tersebut.  
Adapun perbandingan peran perempuan pada masa sebelumnya 
dan setelah emansipasi wanita yakni ketika masa patriarkhi yang dianut di 
desa Langkap gerakan perempuan sangat terbatas mereka hanya bekerja 
dirumah dan sebagai petani juga membantu keluarganya. Sedangkan 
setelah masa emansipasi wanita, perempuan di desa Langkap sudah mulai 
ikut berpartisipasi terlibat dalam pemerintahan desa selain itu perempuan 
desa juga mulai mengenyam pendidikan yang tinggi karena sebelumnya 
pendidikan perempuan sangat rendah dan bahkan juga ada yang tidak 
bersekolah. Saat ini perempuan desa sudah banyak yang mulai 
 


































berpartisipasi dalam segala bidang sesuai kemampuan mereka dan itu tidak 
terlepas akan izin dari keluarga dan suami mereka.  
B. Keterlibatan Perempuan Dalam Mewarnai Kebijakan Pemerintahan 
Desa 
Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan 
kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan 
partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan 
pengambilan keputusan  merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat 
dipungkiri, perempuan secara demografis dapat dikatakan  seimbang 
dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi 
minoritas.53 
Keterlibatan perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintah 
desa menurut bapak H.Moh Jupri selaku kepala desa Langkap menyatakan 
bahwa  
Dengan mulai memikirkan kesejahteraan kaum perempuan 
pemerintah desa membuat kebijakan seperti pemberdayaan 
perempuan dalam hal ekonomi, saat ini perempuan yang 
terlibat dalam struktur pemerintahan desa bekerjasama 
dengan masyarakat (ibu rumah tangga) untuk membuat 
kerajinan seperti anyaman kipas, memproduksi kripik 
melinjo serta usaha lainnya yang membantu pemasukan 
perekonomian mereka. Selain itu ada juga senam sehat 
bersama masyarakat setiap satu bulan sekali yang dihadiri 
para perempuan tujuannya mengajak perempuan untuk 
hidup sehat. Setelah terlibatnya perempuan di pemerintahan 
desa ini, ada kebijakan pemerintah juga mengenai simpan 
pinjam yang berdampak pada perempuan karena lumrahnya 
simpan pinjam dikelola oleh perempuan. Kebijakan yang 
berdampak terhadap perempuan yakni tentang kesehatan, 
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masalah kesehatan perempuan yang terlibat daalam 
kebijakan tersebut karena lebih telaten dan lebih paham 
dengan masalah tersebut yang berkaitan dengan KB, 
Posyandu, Lansia jadi perempuan yang mengelola 
kesehatan.54   
 
Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud oleh kepala desa disini 
yaitu memikirkan bagaimana para perempuan yang setiap harinya bekerja 
keras mengurus rumah tangga dan lainnya mereka juga perlu untuk 
beristirahat sejenak dari pekerjaan mereka. Maka dari itu, kepala desa 
berinisiatif untuk mengadakan senam sehat untuk merefresh diri bagi para 
perempuan. Selain itu dalam hal kesehatan perangkat desa perempuan 
yang mengurusnya karena dianggap lebih telaten.  
Menurut ibu Karimah selaku kadus Tebbanah keterlibatan 
perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintah desa ini menyatakan 
bahwa  
Kebijakan pemerintah desa sangat memiliki dampak bagi 
kaum perempuan contohnya saja kebijakan tentang 
kemasyarakatan, kesehatan, usaha desa semua kebijakan 
akan berdampak terhadap perempuan yang terlibat di dalam 
struktur pemerintahan. Mengenai kemasyarakatan seperti 
saat ada mahasiswa KKN itu perangkat perempuan yang 
melayani dan memberikan arahan yang nantinya akan 
disampaikan kepada kepala desa apa yang mereka 
butuhkan. Kemudian,  kesehatan seperti Posyandu, KB, 
Lansia dan Air bersih itu juga perempuan terlibat 
didalamnya, usaha desa juga perempuan aktif mengelola 
karena memang kebanyakan masyarakat perempuan yang 
melakukan simpan pinjam dan lainnya.55 
 
Menurut tokoh ulama mengenai keterlibatan perempuan di ranah 
pemerintahan desa saat ini diperbolehkan karena niatnya yang ingin 
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membantu memajukan desa, dianggap kinerjanya sama dengan seorang 
lelaki, memiliki kemampuan yang terkadang ada yang melebihi laki-laki. 
Perempuan diperbolehkan bekerja diluar menurut pandangan tokoh agama 
H. Muhdlori menyatakan bahwa  
Karena selain niat yang baik ingin membantu pembangunan 
desa juga karena agar perempuan bisa menunjukkan 
kemampuan yang mereka miliki, agar perempuan dapat 
memiliki prestasi yang bagus untuk kedepannya. Semua itu 
tidak lain harus atas izin dari pihak keluarga jika sudah 
berkeluarga harus atas izin suami untuk bekerja. Perempuan 
saat ini memiliki pemikiran yang cukup dikatakan sama 
dengan lelaki maka dengan itu perempuan dibutuhkan 
tenaga serta pemikirannya bagi pemerintahan desa.56   
 
Perempuan saat ini mendapatkan keleluasaan untuk mengejar yang 
mereka inginkan seperti bekerja diluar, mengejar pendidikan yang lebih 
tinggi, dan lainnya karena sudah tidak seperti budaya dulu yang mana 
gerakan mereka terbatas oleh budaya. Dengan begitu, perempuan saat ini 
memiliki peluang yang lebih untuk mencapai yang mereka cita-citakan. 
Adapun yang dirasakan oleh kaum perempuan dengan adanya 
keterlibatan perempuan di pemerintahan desa tidak hanya berdampak 
terhadap kesejahteraan perempuan saja melainkan terhadap kebijakan yang 
melibatkan perempuan di dalamnya. Seperti kita ketahui penjelasan diatas 
bahwa kebijakan tentang kemasyarakatan, kesehatan serta usaha itu 
dikembangkan oleh perempuan yang terlibat dalam struktur desa Langkap. 
Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sendiri dengan keterlibatannya 
perempuan ini sangat membantu bagi masyarakat kecil untuk 
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menyampaikan aspirasi, keluh kesah masyarakat karena sama-sama 
perempuan jadi tidak merasa sungkan untuk mengutarakan dan merasa 
lebih nyaman.  
Menurut H. Moh Jupri selaku kepala desa Langkap menyatakan 
bahwa  
Dengan keterlibatannya perempuan di pemerintahan desa 
maka secara tidak langsung kebijakan pemerintahan juga 
melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan. Kegiatan PKK juga ketuanya perempuan istri 
saya sendiri yang mengajak masyarakat khususnya 
perempuan mengadakan pelatihan kerja seperti membuat 
kue, tas, kerajinan , hantaran untuk melatih kreatifitas 
warga untuk memproduksi dan menghasilkan karya untuk 
menunjang penghasilan mereka yang memang pelatihan 
kerja tersebut masuk dalam anggaran dana desa maka 
dipergunakan sebaik mungkin untuk pemberdayaan 
perempuan di desa Langkap ini.57 
 
Dengan adanya keterlibatan perempuan di ranah pemerintahan desa 
secara tidak langsung membantu masyarakat khususnya perempuan untuk 
mempermudah mereka. Dalam hal ini membantu pemberdayaan 
perempuan yang dimaksdukan yaitu membantu meningkatkan kualitas 
perempuan untuk kemajuan desa dengan mengasah kemampuan dengan 
mengajak masyarakat mengikuti pelatihan yang nantinya akan bermanfaat 
bagi mereka.  
Sedangkan menurut Moh Hamed selaku kadus Langkap Timur 
menyatakan bahwa  
Semua kebijakan pemerintah itu pasti ada dampaknya 
terhadap perempuan, karena perempuan sudah ada dalam 
struktur pemerintahan desa maka secara tidak langsung 
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mereka juga harus bahkan wajib terlibat melaksanakan 
kebijakan yang ada di pemerintahan, ketika mereka terlibat 
tidak mungkin mereka hanya diam saja sedikit banyak 
mereka juga akan sama dengan perangkat desa lainnya 
menjalankan kebijakan tersebut.58 
 
Adapun hambatan bagi perempuan untuk menjalankan kebijakan 
pemerintahan desa yaitu disebabkan oleh izin dari pihak keluarga atau 
suami bagi yang sudah menikah. Mengurus rumah tangga juga sebagai 
kendala datang terlambat karena memang sudah kewajiban mereka dan 
harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga. 
Namun hambatan tersebut tidak membuat mereka untuk tidak 
mengerjakan tugasnya dengan baik, mereka tetap menjalankan tugasnya 
sebagaimana mestinya.   
Dari penjelasan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa 
keterlibatan perempuan berdampak terhadap kebijakan pemerintahan desa 
di desa Langkap. Yang mana kebijakan tersebut melibatkan perempuan 
didalamnya yang bertujuan untuk pemberdayaan perempuan di desa 
Langkap.  
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan 
perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintah diantaranya ialah; 
1. Kebijakan tentang kesehatan bagi masyarakat khususnya perempuan 
dengan mengadakan senam sehat setiap satu bulan sekali.  
2. Kebijakan tentang pemberdayaan perempuan seperti mengurus PKK, 
KB, posyandu, Lansia, kekurangan air bersih, dan simpan pinjam. 
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3.  Kebijakan tentang kesejahteraan masyarakat dimana perempuan yang 
menerima dan menyalurkan aspirasi, keluhan dari masyarakat ke 
kepala desa agar cepat direalisasikan oleh kepala desa.  
  
 




































Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil dari 
penelitian yang dilakukan di lapangan, telah didapatkan beberapa data dan 
informasi mengenai peran perempuan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa di desa Langkap. Sehingga dari penjelasan diatas dapat 
diperoleh simpulan dan saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil penyajian data dan hasil analisa pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran perempuan dalam pemerintahan desa di desa Langkap 
Dengan adanya emansipasi wanita, perempuan di desa 
Langkap mulai berpartisipasi di ranah pemerintahan. Peran perempuan 
dalam pemerintahan desa yakni ikut terlibat dan berpartisipasi dalam 
semua kegiatan seperti ikut hadir dalam perencaan, penyusunan serta 
dalam pelaksanaanpun perempuan harus berpartisipasi sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang.  
Selain peran yang disebutkan diatas perempuan juga memiliki 
peran sebagai penegur, pengkritik, memberi saran terhadap kepala 
desa atau juga rekan kerja sesama perangkat desa jika dianggap 
kebijakan atau aturan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
mengurus keperluan setiap diadakan kegiatan rapat, dan sebagai 
tempat menyalurkan aspirasi masyarakat juga. Hambatan bagi 
 


































perempuan untuk menjalankan perannya dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa sejauh ini yaitu dari izin keluarga dan mengurus 
keperluan rumah tangga, cuti hamil dan melahirkan yang kadang 
membuat perempuan tidak tepat waktu untuk datang ke balai desa.  
2.  Keterlibatan perempuan Dalam Mewarnai kebijakan pemerintah desa 
Dengan adanya keterlibatan seorang perempuan di ranah 
pemerintahan ini menurut pandangan sebagian masyarakat sangat 
membantu dan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa 
Langkap sendiri, karena mempermudah masyarakat (khususnya 
perempuan) untuk menyampaikan keluh kesah, aspirasi yang mereka 
inginkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, serta memajukan desa 
dibuktikan dengan pemberdayaan perempua seperti mulai aktifnya 
PKK, Posyandu, Lansia, KB, Simpan pinjam yang dikelola oleh 
perempuan. Dengan melibatkan perempuan didalamnya yang dapat 
dikatakan perempuan dapat bertanggungjawab atas tugasnya bahkan 
bisa lebih aktif dari laki-laki .  
Selain itu, perempuan diperbolehkan terlibat diranah 
pemerintahan karena tokoh ulama di desa Langkap juga 
memperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari keluarga 
terutama dari suami bagi yang sudah menikah, dan pekerjaan tersebut 
tidak menjadi mudorot bagi perempuan itu sendiri. adanya emansipasi 
wanita merubah cara berpikir masyarakat desa dan secara tidak 
 


































langsung budaya mulai berubah namun tidak dipermasalahkan asalkan 
sesuai kodrat mereka.   
  
 



































Bagi perempuan yang memiliki peran dalam pemerintahan saat 
ini mungkin kedepannya dapat lebih aktif lagi dalam berpartisipasi 
terlibat dalam pemerintahan baik dalam menjalankan tugasnya, dapat 
bekerja sama dengan baik, bertanggungjawab atas kewajibannya 
dalam hal apapun. Sedangkan bagi perempuan yang masih kurang 
pemahaman dan tidak terlibat, mungkin bisa belajar bersama dengan 
perempuan lainnya agar menambah pengetahuan mereka dan 
membangun semangat mereka untuk mulai bergerak dan mulai 
memiliki keinginan untuk mengejar yang mereka inginkan. Meskipun 
perempuan aktif dalam pemerintahan, akan tetapi mereka harus dapat 
menyeimbangkan tugasnya baik dirumah serta di pemerintahan itu 
sendiri karena jika tidak seimbang akan pasif salah satunya yang 
berakibat terhadap perempuan itu sendiri. Jadi, harus bisa mengatur 
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